PERANAN INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH LALU LINTAS IMIGRAN GELAP KE AUSTRALIA by IMRAN, IRNA FARINA IMRAN
1 
 
PERANAN INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH LALU 
LINTAS IMIGRAN GELAP KE AUSTRALIA 
 
 
 
 
 
SKRIPSI 
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Pada 
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
 
 
 
IRNA FARINA IMRAN 
E 131 07 616 
 
 
 
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2014 
  
2 
 
ABSTRAK 
Irna Farina Imran, E 13107616, Peranan Indonesia Dalam Menangani 
Masalah Lalu Lintas Imigrasi Gelap Ke Australia, di bawah bimbingan DR. 
H. Adi Suryadi B., MA sebagai Konsultan I dan Pusparida Syahdan, S.Sos, 
M.Si, sebagai Konsultan II, Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Indonesia menjadi negara 
atau tempat transit lalu lintas imigran gelap ke Australia dan mengetahui bentuk 
upaya Indonesia dalam mengatasi lalu lintas imigran gelap ke Australia. Tipe 
penelitian adalah deskriptif eksplanatif. Teknik pengumpulan data adalah telaah 
pustaka (Library Research). Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik 
analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama adanya imigran gelap 
adalah karena keinginan mereka mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka 
mencari suaka, karena di negaranya sudah tidak ada impian atau pengharapan 
akan kehidupan yang layak dan kebanyakan datang dari negara-negara yang 
sedang berperang. Mereka ingin membuka lembaran baru untuk generasinya. 
Mereka menganggap bahwa Australia adalah tempat yang paling tepat atau 
semacam dreamland bagi mereka. Selain itu, mereka juga memiliki jaringan yang 
cukup kuat seperti trilogy link. Jaringan ini sudah ada sejak puluhan tahun silam 
sebelum ada proteksi maupun aturan-aturan yang fundamental dari negara-negara 
yang bersangkutan.  
Kata Kunci: Imigran Gelap, Kejahatan Transnasional, Penyelundupan Manusia, 
Indonesia dan Australia. 
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ABSTRACT 
Irna Farina Imran, E 13107616, The Role of Indonesia in overcoming the 
problems of Human Trafficking to Australia, under the guidance of DR. H. 
Adi Suryadi B., MA as Supervisor I and Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si, as 
Supervisor II, Department of International Relations, Faculty of Social 
Science and Political Science, Hasanuddin University of Makassar. 
The purpose of this study is to find out why Indonesia has become a transit 
country or traffic line for illegal immigrants to Australia and to find out the extent 
of Indonesia's efforts in addressing this problem. This research is descriptive 
explanative in nature. The data were collected through literature review, known as 
Library Research. The technique used in analyzing the data is qualitative analysis. 
The result showed that the primary purpose of these illegal immigrants is that they 
seek a better life and security. They are seeking asylum in another country 
because there is no more dream or hope for a decent life. They mostly come from 
countries at war. They want to open a new chapter for their generations. They 
assume that Australia is the most appropriate place for them which is more like a 
dreamland for them. In addition, they have a strong network such as the trilogy 
links. This network has been around for ten years and has acted as board of 
protection and apply fundamental rules of all the countries concerned. 
Keywords: Illegal Immigrants, Transnational Crime, Human Trafficking, 
Indonesia and Australia. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Migrasi atau perpindahan atau pergerakan manusia dari negara asal ke 
negara yang baru bukanlah fenomena yang baru. Selama berabad-abad, jauh 
sebelum negara terbentuk manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah 
mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang lain. Proses globalisasi telah 
meningkatkan faktor yang mendorong  para imigran untuk mencari peruntungan 
di luar negeri, hal ini dapat menimbulkan aspek positif dan aspek negatif di setiap 
negara, baik negara maju maupun negara berkembang.  
Migrasi internasional adalah perubahan tempat tinggal secara permanen 
atau semi permanen. Tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun 
sifatnya, yaitu apakah tindakan itu bersifat suka rela atau terpaksa, serta tidak 
diadakan perbedaan antara migrasi masuk kedalam suatu negara dan migrasi ke 
luar suatu negara. Proses migrasi terjadi sebagai jawaban terhadap adanya 
sejumlah perbedaan antar tempat. Perbedaan tersebut menyangkut faktor-faktor 
ekonomi, sosial dan lingkungan baik pada tataran individu maupun masyarakat. 
Banyak studi migrasi menunjukkan bahwa alasan migrasi terutama karena alasan 
ekonomi, yaitu adanya kesempatan untuk memperoleh pendapatan, pekerjaan dan 
alasan lainnya yang lebih baik. Dengan melakukan migrasi merupakan cara untuk 
meningkatkan kualitas kehidupannya. Faktor ekonomi merupakan faktor primer 
yang mempengaruhi migrasi. Faktor ekonomi tersebut seperti mobilitas jabatan 
2 
 
(mobilitas sosial), upah yang lebih tinggi, kesempatan kerja yang lebih banyak 
dan lainnya. 
Pertama-tama kita perlu mengklarifikasi istilah imigran gelap. Karena 
tidak semua pendatang tersebut datang dengan tujuan bermigrasi ke Indonesia.  
Mereka yang datang dengan motif ekonomi atau mencari penghidupan yang lebih 
baik di negeri orang adalah dibedakan dengan mereka yang terusir atau terpaksa 
datang (forced migration) karena keamanannya terancam dan sulit bertahan 
tinggal di negaranya. Mereka yang datang dengan motif ekonomi atau mencari 
penghidupan yang lebih baik adalah para imigran ataupun migran. 
Imigran ada yang masuk ke suatu negeri secara resmi (terdaftar) dan ada 
pula yang tak terdaftar (unregistered/ undocumented). Mereka yang terdaftar bisa 
masuk ke suatu negeri secara resmi (melalui pintu imigrasi resmi) dan terdaftar 
sebagai imigran resmi. Ada juga yang masuk melalui pintu imigrasi resmi namun 
kemudian tidak kunjung keluar (overstay). Jenis lainnya adalah imigran yang 
masuk melalui pintu tidak resmi dan bertahan tinggal di negeri transit tersebut 
tanpa dokumen yang resmi, imigran-imigran itulah yang pantas disebut sebagai 
imigran gelap. 
Orang-orang Aborijin yang merupakan penduduk asli negara Australia, 
telah hidup di Australia selama lebih dari 50.000 tahun. Orang Inggris 
memutuskan untuk menetap di Australia sejak lebih dari 200 tahun yang lalu. 
Dalam dua ratus tahun terakhir, arus imigrasi sangat memberikan andil terhadap 
pertumbuhan penduduk Australia, antara tahun 1788 dan 1947 para migran 
datang. Sesudah Perang Dunia II terjadi arus perpindahan penduduk ke Australia 
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dari banyak negara. Australia yang terlibat dalam Perang Dunia II. Selama 
terjadinya perang tersebut, industri Australia telah berkembang.Telah pula 
didirikan industri-industri baru. Sesudah perang, industri Australia yang sedang 
berkembang tersebut mengalami kekurangan tenaga terampil.1 Juga disadari 
waktu itu bahwa dengan adanya lebih banyak penduduk, berarti pelaku ekonomi 
akan lebih banyak. 
Banyak orang Eropa yang menderita akibat perang dan ingin bermigrasi ke 
Australia untuk memulai hidup baru. Pemerintah Australia mendorong terjadinya 
migrasi pascaperang. Mula-mula mayoritas migran adalah dari Inggris dan 
Irlandia. Tak lama kemudian, banyak migran dari negara Eropa yang mengikuti 
arus orang-orang yang datang untuk bermukim di Australia. Kebanyakan dari para 
migran Eropa ini datang dari Italia dan Yunani. Antara tahun 1950 dan tahun 1973 
kebanyakan migran datang dari Eropa. Sejak saat itu, terdapat kenaikan arus 
migrasi dari Timur Tengah dan dari Asia. 
Pada tahun 1975, 20% dari jumlah penduduk dilahirkan di luar Australia. 
Pada tahun 1995 jumlah ini naik menjadi 23%, yakni satu dari setiap empat orang 
Australia dilahirkan di luar negeri. Antara tahun 1984 dan 1994 jumlah orang 
Australia kelahiran Asia sangat meningkat. Pada tahun 1994, 5% dari jumlah 
penduduk dilahirkan di Asia. Pada tahun 1994-95 kelompok migran kelahiran luar 
negeri yang paling pesat pertumbuhannya adalah dari Indonesia, Hong Kong dan 
Makau.2 Meskipun kebanyakan orang Australia kelahiran luar negeri berasal dari 
                                                        
1 https://www.dfat.gov.au/aii/publications/bab09/ Diakses pada tanggal 10 Agustus 2011 
2 Ibid 
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Eropa, arus migrasi dari Eropa telah sangat menurun jumlahnya dibandingkan 
arus migrasi dari Asia. 
Dalam beberapa tahun sebelumnya, juga diawal tahun 2013, di tengah-
tengah persoalan bangsa yang saat ini sangat banyak dan membutuhkan perhatian 
serius, bertambah lagi satu persoalan baru yang harus ditempatkan dalam prioritas 
utama yaitu masalah imigran gelap terdapat banyak kasus imigran gelap yang 
terjadi di Indonesia yang akan menuju ke Australia, dimana Indonesia menjadi 
negara transit para imigran gelap karena letak indonesia merupakan negara 
kepulauan dan bertetangga dengan Australia sangat strategis jika dilalui dengan 
jalur laut. Dan tidak sedikit para imigran gelap melakukan perjalanan laut dari 
Indonesia ke Australia dengan menggunakan perahu nelayan milik warga 
Indonesia yang di iming-imingi uang banyak tentunya sehingga nelayan pun mau 
mengikuti permintaan imigran gelap walaupun sangat beresiko tinggi. 
Sementara kita mengalami keterbatasan dalam sarana dan fasilitas untuk 
mengidentifikasi para imigran tersebut. Jumlah imigran yang bisa dikatakan 
sebagian besar ilegal ini sangat potensial menimbulkan keresahan, mengganggu 
stabilitas sosial ekonomi dan tentu saja menjadi kelemahan kita dalam 
berhubungan dengan negara lain. Karena umumnya imigran ini, menjadikan 
Indonesia sebagai tempat transit menuju ke negara lainnya seperti Australia.3 
Indonesia yang memiliki pintu masuk tradisional yang banyak sepanjang 
wilayah Indonesia, hal ini mengakibatkan mudahnya didarati oleh kapal-kapal 
yang mengangkut imigran gelap. Contohnya sepanjang perbatasan Malaysia-
                                                        
3 http://nasional.vivanews.com/news/read/53394-indonesia_jadi_tempat_transit_imigran_gelap. 
Diakses tanggal 9 Agustus 2011.  
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Sumatera terdapat kurang-lebih 240 pintu masuk tradisional. Oleh karena letaknya 
yang sangat strategis, Indonesia dengan cepat memikat para imigran gelap untuk 
menjadikannya batu loncatan menuju Australia dan Selandia Baru.4 Para imigran 
gelap yang kebanyakan berasal dari Afghanistan dan Timur Tengah itu kini 
terdampar di berbagai daerah di Indonesia. 
Pada tanggal 25 Oktober 2012 sebanyak 104 orang imigranberbagai 
negara asal Timur Tengah ditahan Kepolisian Perairan Polda Metro Jaya setelah 
ditangkap di Pulau Laki, dekat Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Pengakuan 
beberapa imigran, terdapat beberapa alasan sampai akhirnya mereka hengkang 
dari negara asalnya. Di atas kapal tradisional yang terbuat dari kayu, mereka 
melakukan perjalanan selama beberapa hari agar dapat sampai di Australia. 
Perbekalan untuk konsumsi, menurut mereka, sudah tersedia di dalam kapal. 
Mereka hanya tinggal menaiki kapal tradisional dengan sebelumnya menumpang 
sebuah speed boat kecil. Menurut pengakuan salah satu imigran asal negara 
Pakistan Wajjad Husein (25), situasi di negaranya membuat ia memilih hengkang 
dari Pakistan dan mencari suaka politik di Australia."Kondisi (di negara) tidak 
aman. Ada bom, ada pembunuhan, ada terorisme. Kamu tahu terorisme? Kita 
menjadi target pembunuhan dan peledakan bom, Saya ke Australia untuk mencari 
pekerjaan dan keamanan. Saya punya keluarga di sana (Australia). Saya juga 
punya keluarga di Pakistan dan saya tidak mau dikembalikan. Kembali ke sana 
akan menjadi masalah. Terlalu banyak risiko. Berbahaya untuk nyawa saya di 
                                                        
4 www.sindonews.com/read/2011/12/22/447/545964/ada-mafia-dalam-penyelundupan-imigran-
gelap. Diakses pada 9 Agustus 2011. 
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sana. Lebih baik saya berada di Indonesia " kata Wajjad di Tanjung Priok, Jakarta 
Utara.5 
Dengan meninggalkan keluarga di Pakistan menuju Australia, ia berharap 
mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan memperoleh pekerjaan. Para imigran 
gelap ini menolak apabila pemerintah Indonesia berniat memulangkannya lagi 
atau mendeportasikannya ke negara asalnya mereka ingin tinggal di Australia. 
Namun, upaya mereka pindah menuju Australia dengan tidak sesuai prosedur 
membuat mereka kini ditahan pihak Kepolisan Perairan Polda Metro Jaya. Pihak 
kepolisian kini tengah berkordinasi dengan Imigrasi mengenai nasib para imigran 
asal berbagai negara Timur Tengah itu. 
Pada tanggal 20 Juni 2013, Badan SAR Nasional (Basarnas) berhasil 
menyelamatkan 63 imigran gelap dari Timur Tengah di Pulau Panaitan, sebelah 
barat daya Ujung Kulon Jawa Barat yang akan menuju pulau Christmas atau pulau 
Natal Australia.6 Mereka terdampar di pulau tak berpenghuni karna perahu yang 
ditumpanginya kandas menghantam batu karang. 
Rapat koordinasi dipimpin Kepala Kepolisian Daerah NTT Brigadir 
Jenderal Untung Yoga Ana, dan dihadiri Kepala Divisi Imigrasi Kupang, Wisner. 
Bambang menambahkan, selama 2013, 1.641 imigran gelap tertangkap saat 
                                                        
5http://regional.kompas.com/read/2012/10/25/16354133/Alasan.Imigran.Timur.Tengah.Kabur.ke.
Australia. Diakses pada  29 Oktober 2012 
6http://www.basarnas.go.id/index.php/baca/artikel/2027/sisi-pelik-imigran-gelap. Diakses pada 
tanggal 1 Juli 2013  
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hendak menuju Australia dan 127 diantaranya telah dideportasi ke negara-negara 
asal mereka.7 
Permasalahan illegal smuggling atau imigran gelap dari Timur Tengah 
dengan tujuan Island Christmas (Pulau Christmas atau Pulau Natal) menjadi 
persoalan klasik antara Indonesia dan Australia. Bahkan, kasus ini telah lama 
menjadi perhatian dunia internasional. Faktanya, hingga saat ini, para imigran 
gelap dari negara Timur Tengah seperti Iran, Afganistan dan Pakistan masih terus 
mengalir. Larangan dan sanksi keras yang diterapkan Australia sebagai negara 
tujuan dan Indonesia sebagai transit seperti tak diindahkan. Mereka sukses 
‘kucing-kucingan’ dengan petugas lintas sektoral. Ini terbukti dengan jumlah 
imigran gelap dari Timur Tengah ke Australia melalui Indonesia yang terus 
meningkat setiap tahunnya. 
Indonesia terkesan mudah untuk dimasuki. Sebagaimana negara 
berkembang pada umumnya, situasi dan kondisi politik dan ekonomi yang belum 
stabil biasanya akan memberikan efek domino pada aspek kehidupan lainnya. 
Penegakan hukum menjadi sedemikian lemah. Faktor lain yang behubungan 
langsung dengan masalah imigran gelap adalah rapuhnya penjagaan perbatasan 
negara-negara berkembang terutama di wilayah perairan. Suatu hal yang ironis, 
jika melihat kenyataan bahwa ternyata penyelundupan imigran paling banyak 
dilakukan melalui jalur laut. 
 
                                                        
7 http://www.tempo.co/read/news/2014/02/06/078551632/Soal-Imigran-Gelap-Australia-Geram-
kepada-Indonesia. Diakses pada tanggal 1 Juli 2013 
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Hal ini kemudian yang dianggap penting oleh penulis untuk dikaji. 
Sehingga penulis mengangkat judul “PERANAN INDONESIA DALAM 
MENANGANI MASALAH LALU LINTAS IMIGRASI GELAP KE 
AUSTRALIA” 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Luasnya elemen kajian ataupun penelitian mengenai imigran gelap yang 
terjadi di Indonesia yang akan menuju Australia, membuat penulis perlu 
menentukan batasan dari penelitian ini. Dengan begitu, pembahasan inti kasus 
dapat lebih fokus dan tidak merembes ke berbagai ranah. Sebagaimana yang 
dikatakan dalam sistem metodologi ilmu hubungan internasional bahwa suatu 
peristiwa atau fenomena, akan menjadi sebuah isu atau permasalahan yang layak 
untuk diteliti, apabila terdapat kesenjangan antara “das sein” dan “das sollen”. 
Dalam kasus imigran gelap, diharapkan dari masyarakat internasional pada 
umumnya dan negara-negara tetangga pada khususnya Indonesia dan Australia 
mampu berperan dan bekerjasama untuk menanggulangi kasus imigran gelap 
yang transit di Indonesia menuju Australia dengan jalur laut yang dibantu oleh 
para nelayan yang sangat beresiko tinggi. 
Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas tentang penyelundupan 
manusia yang akhirnya menjadi imigran gelap yang tidak diharapkan 
kehadirannya di negara yang mereka singgahi terlebih lagi di negara yang mereka 
tuju, penulis merumuskan dua masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, 
sebagai berikut: 
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1. Mengapa Indonesia menjadi negara atau tempat transit lalu lintas 
imigran gelap ke Australia ? 
2. Bagaimanakah bentuk upaya Indonesia dalam mengatasi lalu lintas 
imigran gelap ke Australia ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mengetahui mengapa Indonesia menjadi negara atau tempat transit 
lalu lintas imigran gelap ke Australia. 
2. Mengetahui bentuk upaya Indonesia dalam mengatasi lalu lintas 
imigran gelap ke Australia. 
b. Kegunaan Penelitian 
Adapun tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 
elemen dan orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun yang berminat pada 
permasalahan yang ditulis oleh penulis sehingga tulisan ini dapat dijadikan 
sebagai salah satu bahan referensi. Secara khususnya tulisan ini diharapkan 
bermanfaat sebagai berikut: 
1.  Kegunaan Akademik 
Diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan informasi bagi 
para mahasiswa Hubungan Internasional pada khususnya dan 
pemerhati masalah-masalah Internasional pada umumnya 
mengenai Imigran gelap Internasional yang keluar dan masuk suatu 
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negara tanpa adanya ijin resmi dari pihak imigrasi negara 
bersangkutan. 
2.  Kegunaan Praktis 
Diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan 
(pemerintah) dalam membuat kebijakan menyangkut pencegahan 
adanya Imigran asing yang masuk ke wilayah Indonesia. 
D. Kerangka Konseptual 
Dalam kerangka konseptual ini akan diuraikan mengenai kerangka teoritis 
yang digunakan dalam membahas permasalahan yang menjadi topik pada 
penelitian ini, penulis menggunakan konsep-konsep serta teori-teori yang 
menunjang untuk mempermudah dalam penelitian. Selain itu penulis juga 
menggunakan kerangka konseptual yang akan mengutip teori-teori atau pendapat 
para ahli yang ada hubungannya dengan bahasan yang diteliti, dari teori yang 
bersifat umum hingga yang bersifat khusus agar tidak terjadi kekeliruan atau 
kesalahpahaman sekecil apapun dalam memperoleh hasil penelitian dalam 
mendukung analisa. Adapun teori-teori yang digunakan oleh penulis dalam 
penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pendekatan Normatif 
Pada kasus ini, penulis akan membahas permasalahan yang relevan dengan 
teori Hubungan Internasional. Dalam menyusun landasan atau kerangka teori 
yang relevan dengan masalah yang diteliti, penulis menggunakan pendekatan 
normatif yaitu konsep Transnasional Crime. Banyak ilmuan positivis hubungan 
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internasional menggambarkan perbedaan mendasar antara teori empiris dengan 
teori normatif. Mereka melihat yang terakhir pada khususnya bersifat preskriptif. 
Dengan kata lain teori empiris (positivis) adalah teori tentang fakta, tentang apa 
yang sebenarnya terjadi, sedangkan teori normatif adalah teori tentang nilai-nilai, 
tentang dunia ideal yang tidak hidup semestinya. Seperti yang telah dijelaskan 
diatas teoritisi normatif, teori normatif adalah tentang fakta maupun nilai. Teori 
normatif fokus terhadap pandangan teoritis atas aturan-aturan, institusi-institusi, 
dan praktek-praktek normatif.8 Teori normatif berupaya membuat eksplisit isu-isu 
normatif, konflik, dilema yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri 
dan aktivitas internasional lainnya. 
1.1 Konsep Transnasional Crime 
Istilah kejahatan transnasional (Transnational crime) merupakan 
perkembangan dari identifikasi keberadaan karakteristik baru dari bentuk 
kontemporer dari organized crime pada masa tahun 1970-an oleh sejumlah 
organisasi internasional. Sedangkan pengenalan istilah tersebut pertama kali 
dikemukakan pada tahun 1975 dalam kongres PBB mengenai Pencegahan 
Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan (United Nations Congress on 
the prevention of crime and the treatment of offenders).9 
Istilah ‘Transnational Crime’ diperkenalkan untuk menjelaskan kaitan 
kompleks yang ada antara organized crime, white-collar crime dan korupsi yang 
merupakan masalah serius yang dimunculkan akibat ‘kejahatan sebagai bisnis’ 
                                                        
8 Chris Brown dalam Robert Jackson & George Sorensen, 2005, Pengantar Studi Hubungan 
Internasional, Pustaka Pelajar, Hal. 310. 
9 Olii, Mohammad Irvan, 2005, “Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan?” Sebuah Telaah Ringkas 
Tentang Transnasional Crime”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 4 No.1 September, Hal. 14-27. 
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(crime as business). Pengaturan kegiatan kejahatan melangkahi perbatasan negara 
dan berdampak pada pelanggaran hukum berbagai negara, telah menjadi 
karakteristik yang paling membahayakan dari kelompok yang bergiat di tingkat 
internasional. 
Transnational Crime bukanlah terpaku pada satu bentuk kejahatan 
beroperasi, seperti yang dikemukakan oleh Louise L. Shelly, bahwa kelompok-
kelompok transnational crime adalah 1) bermarkas besar di satu negara, 2) terlibat 
tindakan kejahatan dalam satu atau terkadang beberapa negara yang kondisi 
pasarnya lebih menjanjikan, dan3) melakukan tindakan gelap yang menyediakan 
kecilnya resiko penangkapan.10 
1.2 Konsep Kepentingan Nasional 
Konsep ini sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku 
suatu negara yang di dunia internasional, utamanya terkait dengan kebijakan dan 
politik luar negeri negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional dapat 
menjelaskan tujuan fundamental faktor-faktor penentu akhir yang mengarahkan 
para pembuat kebijakan atau keputusan luar negerinya.11 Kepentingan nasional 
suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan 
negara yang paling vital, seperti pertahanan keamanan, militer dan kesejahteraan. 
 
 
                                                        
10 http://policy.gmu.edu/about-us/faculty-staff/directory-of-faculty-staff/louise-i-shelley/. Diakses 
tanggal  1 Juli 2013. 
11 Anak Agung Banyu Perwita, 2005,  Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,  Bandung: 
Remaja Rosdakarya. Hal. 35 
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1.3 Manajemen Resolusi Konflik 
 Resolusi konflik yang tidak merumuskan pemecahan khusus atau tujuan 
akhir bagi masyarakat, namun mencakup diluar komitmen asumsi inti bahwa gaya 
keterlibatan kalah-menang yang agresif dalam konflik dengan kekerasan biasanya 
menyebabkan biaya yang tidak hanya tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang 
bertikai, tetapi oleh masyarakat dunia secara umum. 
 Resolusi konflik adalah strategi yang didasarkan pada asumsi dan 
pemahaman yang relatif lebih komprehensif terhadap konflik. Strategi ini 
berangkat dari asumsi bahwa seringkali, perbedaan ataupun ketidak-sesuaian 
kepentingan antara pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dinegosiasikan.12 
E. Metode Penelitian 
Kata penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu research, 
yang berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya 
merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha 
pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu? Pada dasarnya yang 
dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.13 Metode yang penulis 
gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah kualitatif, yaitu sebagai prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang telah 
diamati.14 
 
                                                        
12 www.academia.edu/1144076/Peacebuilding_dan_Resolusi_Konflik_dalam_perspektif_PBB. 
Diakses pada tanggal 1 Juli 2013. 
13 Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Hal. 1.  
14 Lexy J. Moeleong, 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Hal. 3. 
14 
 
1. Tipe Penelitian 
Berdasarkan pertanyaan yang penulis rumuskan pada bagian terdahulu, 
maka penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksplanatif. 
Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai upaya-upaya 
yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani lalu lintas 
imigran gelap ke Australia, sedangkan metode eksplanatif bertujuan untuk 
menjelaskan mengapa Indonesia menjadi negara atau tempat transit lalu lintas 
imigran gelap ke Australia. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah telaah pustaka (library research). Library research dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dan 
kemudian menganalisanya. Sumber literatur utamanya berasal dari buku, arsip 
serta dokumen-dokumen, artikel, jurnal, makalah, majalah, surat kabar, dan situs-
situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan langsung dengan objek 
penelitian. Data diperoleh melalui kunjungan penulis ke berbagai tempat seperti: 
 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta 
 Perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri di Jakarta 
 Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia di Depok 
 Perpustakaan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas 
Indonesia di Depok 
 Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar  
 Perpustakaan FISIP Universitas Hasanuddin di Makassar 
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3.  Jenis Data 
Jenis data yang akan digunakan oleh penulis adalah data teoritis, yaitu data 
yang diperoleh dari berbagai sumber dan literatur yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif yang selanjutnya 
akan dianalisis, dimana penulis akan menjawab permasalahan berdasarkan 
fenomena-fenomena dan data yang penulis peroleh. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah 
teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan 
fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta 
yang lainnya, untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. 
5. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode deduktif, dimana 
penulis terlebih dahulu akan menggambarkan permasalahan secara umum, lalu 
kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.Data yang diperoleh baik 
primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disajikan 
secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.Adapun 
penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi 
Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2014. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kajian Teoritis 
A.1 Teori Normatif 
 Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 
normatif dimana, ”Teori normatif hubungan internasional dapat diartikan sebagai 
badan kerja yang menyatakan dimensi moral hubungan internasional dan 
pertanyaan-pertanyaan besar tentang pemaknaan dan interpretasi yang digerakkan 
oleh disiplin ilmu tersebut. Pada bentuknya yang paling dasar ia menyatakan sifat 
etis dari hubungan antara komunitas/ negara”15 
Politik internasional melibatkan sebagian dari isu-isu normatif yang paling 
mendasar dan paling sering dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya: isu-isu 
tentang ketertiban perang dan perdamaian, keadilan dan ketidakadilan, hak asasi 
manusia, intervensi terhadap kedaulatan negara, perlindungan lingkungan, dan 
pertanyaan-pertanyaan etik serupa yang bersifat fundamental. 
Meskipun tidak semua, teori normatif sinonim dengan pendekatan klasik, 
kecuali bahwa teori normatif mencapai lebih jauh ke dalam teori politik dan 
filsafat moral, dan sangat bergantung pada perkembangan kontemporer dalam 
bidang ini. “Teori normatif“ sebenarnya merupakan nama lain dari teori politik 
atau filsafat moral hubungan internasional. 
                                                        
15 Chris Brown dalam Robert Jackson & Georg Sorensen, 2005, Pengantar Studi Hubungan 
Internasional, Pustaka Pelajar. Hal. 310. 
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Banyak ilmuan positivis hubungan internasional menggambarkan 
perbedaan mendasar antara teori empiris dengan teori normatif. Mereka melihat 
yang terakhir pada khususnya bersifat preskriptif. Dengan kata lain teori empiris 
(positivis) adalah teori tentang fakta, tentang apa yang sebenarnya terjadi, 
sedangkan teori normatif adalah teori tentang nilai-nilai, tentang dunia ideal yang 
tidak hidup semestinya. Seperti yang telah dijelaskan diatas teoritisi normatif, 
teori normatif adalah tentang fakta maupun nilai. Teori normatif fokus terhadap 
pandangan teoritis atas aturan-aturan, institusi-institusi, dan praktek-praktek 
normatif. Teori normatif berupaya membuat eksplisit isu-isu normatif, konflik, 
dilema yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri dan aktivitas 
internasional lainnya. 
Brown memunculkan apa yang mungkin merupakan pandangan yang 
paling luas dari teori normatif hubungan internasional pada saat ini. Upaya yang 
sedikit meluas namun dalam beberapa hal lebih mendasar untuk mempertanyakan 
moralitas individual dan moralitas komunitas politik diuraikan oleh Mervyn Forst 
& Sorensen. Menurut Forst & Sorensen: 
”Jika kita mengakui bahwa negara lebih penting dari institusi lain, kita 
mungkin menyimpulkan bahwa dalam keadaan tertentu, adalah kewajiban 
dari warga negaranya untuk mengorbankan hidupnya untuk menjaga 
negaranya. Tujuan dari teori normatif adalah membentuk kembali ”pendiri 
anetis institusi-institusi” dalam hubungannya satu sama lain”16 
 
                                                        
16 Mervyn Forstdalam Robert Jackson & George Sorensen, 2005, Pengantar Studi Hubungan 
Internasional, Pustaka Pelajar. Hal. 14. 
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Pada teori normatif memfokuskan pada etika hukum internasional dan 
etika kenegaraan. Pendekatan ini berusaha untuk menteorisasikan praktek-praktek 
normatif negara dan para pemimpin negara. Tugas utama teori normatif adalah 
mempertanyakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 
praktek-praktek normatif negara dan para pemimpin negara dengan maksud 
menjelaskan, memperjelas, dan meneliti lebih dalam kerangka justifikasi yang 
mereka buka.17 Pendekatan pada teori ini menekankan pada etika internasional, 
seperti etika dalam setiap bidang lain aktivitas manusia, berkembang dalam 
aktivitasnya sendiri yang dalam hal ini adalah aktivitas kenegaraan dan 
disesuaikan dengan karakteristik dan batas-batas hubungan manusia dalam bidang 
tersebut. 
Dalam praktek politik internasional nilai-nilai normatif dari setiap negara 
pasti akan berbeda satu dengan lainnya walaupun telah ada perjanjian yang ditelah 
diratifikasi oleh negara-negara tersebut. Hal ini dapat diakibatkan karena adanya 
perbedaan interpretasi dari isi perjanjian tersebut yang pelaksanaannya 
berdasarkan pada kesukarelaan dari negara-negara yang membuatnya dalam 
mematuhi isi perjanjian.18 Dengan adanya perbedaan interpretasi tersebut dapat 
menyebabkan konflik diantara negara-negara tersebut. ”Konflik merupakan suatu 
bentuk interaksi dalam hubungan antar negara dimana satu pihak memakai 
kekuatan terhadap pihak lain, meskipun tidak perlu memakai kekuatan fisik”. 
 
                                                        
17 Ibid 
18 Arief, Rakhman H, 2003, Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Cimahi, 
Hal.5. 
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B. Kerangka Konseptual 
B.1. Konsep Transnational Crime 
 Gangguan lintas batas negara sebenarnya telah ada lebih dulu sebelum 
konsep “Transnational Crime” sendiri lahir. Di tahun 1923 satuan polisi 
internasional atau interpol dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus 
serupa.19Konsep kejahatan transnasional baru dipublikasikan pada tahun 1996 di 
Kopenhagen lewat sebuah studi yang dilakukan oleh McFalane dan McLenaan.20 
Keduanya mengkonsepsikan Transnational Crime sebagai ancaman untuk 
negara, ekonomi nasional dan masyarakat sipil. Hal ini dapat mengganggu 
stabilitas nasional dan internasional. Tindakan tersebut bisa digambarkan dengan 
tindak teror yang memiliki jaringan internasional ataupun kegiatan penjualan 
obat-obat terlarang dan pencucian uang yang dapat mengurangi kredibilitas 
lembaga keuangan dan merusak tatanan sosial, dan adanya perpindahan penduduk 
dari suatu negara yang tidak memiliki dokumen sah atau dapat dikatakan sebagai 
imigran gelap. 
Globalisasi dan interdependensi ekonomi suatu negara dengan negara lain 
disamping melahirkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban, membawa dampak 
negatif antara lain telah mendorong lahirnya kejahatan lintas batas di seluruh 
belahan dunia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan 
                                                        
19 Ralf Emmers, 2002, The United Nation (UN) defines transnational crime, “As offences whose 
inception, prevention and/or direct or indirect involved more than one country”. Working Paper 
No. 39, Institute of Strategic Studies Singapore. 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/unisci/revistas/Ralf.pdf. Diakses pada tanggal 01 Juli 
2013 
20 http://hovelitt.blogspot.com/2011/06/transnational-crime-asia-tenggara-.html?m=1. Diakses 
pada  tanggal 18 Februari 2013. 
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komunikasi, seolah mengaburkan batas-batas negara, mendorong semakin 
mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. 
Perkembangan global telah mengubah karakteristik kejahatan yang semula dalam 
lingkup domestik bergeser menjadi lintas batas negara atau transnasional. Dengan 
demikian “nature” dari kejahatan transnasional, baik yang organized maupun 
yang tidak organized, tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi. 
Secara konsep, transnational crime merupakan tindak pidana atau 
kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali 
secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan.  
Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional 
yaitu;21 Money Laundering (pencucian uang), Terrorism (terorisme), Theft of Art 
and Cultural Objects (Pencurian Seni dan Objek Budaya), Theft of Intellectual 
Property (Pencurian Kekayaan Intelektual), Illicit Arms Trafficking (Trafficking 
Senjata Gelap), Aircraft Hijacking (pembajakan pesawat), Sea Piracy 
(pembajakan laut), Insurance Fraud (penipuan asuransi), Computer/CyberCrime 
(kejahatan dunia maya), Environmental Crime (kejahatan lingkungan), Trafficking 
in Persons (perdagangan orang), Trade in Human Body Parts (perdagangan organ 
tubuh manusia), Illicit Drug Trafficking (perdagangan obat terlarang), Fraudulent 
Bankruptcy (penipuan Kepailitan), Infiltration of Legal Business (infiltrasi bisnis 
legal), Corruption and Bribery of Public or Party Officials (korupsi dan 
penyuapan pejabat publik atau partai). 
                                                        
21 http://risethukum.blogspot.com/. Diakses pada tanggal 18 Februari 2013 
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PBB telah mensahkan United Nations Convention Against Transnational 
Organized Crime (UNCATOC) atau yang dikenal dengan sebutan Palermo 
Convention pada plenary meeting ke-62 tanggal 15 November 2000.22 
Konvensi ini memiliki empat (4) protokol yaitu;23 1) United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi PBB Organisasi 
Menentang Kejahatan Transnasional), 2) Protocol against the Smuggling of 
Migrants by Land Air and Sea, supplementing the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan 
Migran melalui Darat Udara dan Laut, melengkapi Konvensi PBB Organisasi 
Menentang Kejahatan Transnasional), 3) Protocol to Prevent, Suppress and 
Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing 
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol 
untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya 
Perempuan dan Anak, melengkapi Konvensi PBB Organisasi Menentang 
Kejahatan Transnasional), 4) Protocol against the Illicit Manufacturing of and 
Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, 
supplementing United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime (Protokol Menentang terlarang Manufaktur dan Perdagangan Senjata Api, 
bagian mereka dan Komponen dan Amunisi, melengkapi Konvensi PBB 
Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir). 
                                                        
22 http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/. Diakses pada tanggal 18 Februari 2013. 
23 Ibid 
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Substansi dan struktur UNCATOC (United Nations Convention Against 
Transnational Organized Crime) meliputi:24 1) Definisi dan terminologi standar, 
2) Persyaratan agar setiap negara memiliki specific crime, 3) Langkah-langkah 
khusus untuk memonitor korupsi, money laundering, dsb, 4) Perampasan hasil 
kejahatan (proceeds of crime), 5) Kerjasama internasional yang mencakup antara 
lain ekstradisi, mutual legal assistance, penyelidikan/penyidikan dan bentuk 
lainnya, 6) Pelatihan dan penelitian, 7) Langkah Pencegahan, 8) 
Penandatanganan, Ratifikasi, dsb. 
Pengertian “Transnasional” meliputi:  
1) Dilakukan di lebih dari satu negara. 
2) Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di 
negara lain,  
3) Melibatkan organized criminal group dimana kejahatan dilakukan di 
lebih satu negara,  
4) Berdampak serius pada negara lain. Organized criminal group 
memiliki karakteristik yaitu: a) memiliki struktur grup, b) terdiri dari 3 
orang atau lebih, c) dibentuk untuk jangka waktu tertentu, d) tujuan 
dari kejahatan adalah melakukan kejahatan serius atau kejahatan yang 
diatur dalam konvensi, e) bertujuan mendapatkan uang atau 
keuntungan materil lainnya.  
 
                                                        
24 http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/. Diakses pada tanggal 18 Februari 2013. 
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B.2. Konsep Kepentingan Nasional 
Berbicara menyangkut konsep kepentingan nasional dalam kerangka 
hubungan internasional sangatlah penting terutama ketika unit analisis yang 
menjadi objek yaitu negara. Konsep ini menjadi sangat penting untuk menjelaskan 
dan memahami perilaku suatu negara yang di dunia internasional, utamanya 
terkait dengan kebijakan dan politik luar negeri negara yang bersangkutan. 
Kepentingan nasional dapat menjelaskan tujuan fundamental dan faktor-faktor 
penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan atau keputusan luar 
negerinya.25 Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-
unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan 
keamanan, militer dan kesejahteraan. 
Menurut Martin Kaplan kepentingan nasional pada umumnya 
dikelompokkan menjadi tiga yakni primary interest, secondary interest, 
complementary interest. Primary interest merupakan kepentingan negara yang 
paling utama atau vital dan tidak dapat ditawar-tawar oleh suatu negara karena 
menyangkut kedaulatan. Kedaulatan yang dimaksudkan dalam hal ini yakni 
ketersediaan wilayah atau teritorial yang secara permanen ditempati negara. 
Wilayah memang merupakan elemen penting dalam menentukan eksistensi suatu 
negara.26 Keberadaan wilayah merupakan pendukung utama bagi elemen negara 
lainnya seperti penduduk, pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. 
                                                        
25 Anak Agung Banyu Perwita, 2005,  Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,  Bandung: 
Remaja Rosdakarya, Hal.35. 
26 Ibid, Hal.50. 
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Pada konteks sekarang ini biasanya pada umumnya negara kecil dan 
berkembanglah yang menjadikan wilayah sebagai kepentingan utama mereka 
dalam hubungan luar negerinya. Sebagai contoh, yakni: Israel  dan Palestina. 
Pentingnya ketersediaan wilayah bagi suatu negara kecil yang ingin merdeka 
dapat dilihat pada kasus Palestina. Palestina memiliki penduduk, pemerintahan 
dan beberapa pengakuan dari negara lain, tapi pada kenyataanya negara ini sulit 
untuk menjadi satu negara yang merdeka secara penuh dan tidak bisa memberikan 
rasa keamanan bagi warganya. Oleh karena itu, kepentingan atas ketersediaan 
wilayah akan menjadi prioritas dalam agenda kebijakan luar negeri suatu negara. 
Indonesia sendiri menyusun agenda kebijakan luar negerinya dalam Garis Besar 
Haluan Negara (GBHN). Agenda utama kebijakan luar negeri Indonesia 2011 
yakni menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif yang 
berorientasi pada kepentingan nasional. Dan beberapa kebijakan juga mendukung 
kerjasama perdagangan bebas yakni kebijakan untuk melakukan perjanjian dan 
kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat 
banyak dan mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, 
melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional. 
Secondary interest merupakan kepentingan-kepentingan nasional yang 
meliputi kepentingan ekonomi, politik, ideologi dan militer. Kepentingan-
kepentingan ini sama pentingnya dengan primary interest karena menyangkut 
kelanjutan kehidupan negara.27 Bahkan di era globalisasi ini, kepentingan 
ekonomi biasanya menjadi primary interest, khususnya bagi negara yang sudah 
                                                        
27 Theodore A. Colombus, 1990, Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power, 
Bandung, Cv Abardin, Hal.110. 
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kuat secara militer dan yakin tidak akan ada gangguan pada keutuhan wilayah 
mereka. 
B.3. Manajemen Resolusi Konflik 
Resolusi konflik sebagai bidang spesialis tersendiri mulai berkembang 
pada era pasca Perang Dingin. Penyelesaian konflik juga berhadapan dengan 
tantangan baru yang fundamental. Penyelesaian konflik mempunyai peran untuk 
dimainkan, bahkan dalam zona perang sekalipun, karena menciptakan perdamaian 
dan pemahaman di antara komunitas yang terpisah merupakan elemen 
kemanusiaan yang penting.  
Resolusi konflik tidak merumuskan pemecahan khusus atau tujuan akhir 
bagi masyarakat, namun mencakup diluar komitmen asumsi inti bahwa gaya 
keterlibatan kalah-menang yang agresif dalam konflik dengan kekerasan biasanya 
menyebabkan biaya yang tidak hanya tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang 
bertikai, tetapi juga oleh masyarakat dunia secara umum.28 
Penyelesaian konflik bermakna tercapainya kesepakatan antara pihak-
pihak yang bertikai yang memungkinkan mereka mengakhiri sebuah konflik 
bersenjata. Pencapaian ini mengakhiri tahapan penuh kekerasan dalam perilaku 
konflik. Hal ini juga menunjukan finalitas, tetapi dalam prakteknya, konflik yang 
mencapai tahapan seringkali dibuka kembali di kemudian hari.29 Sikap konflik 
dan kontradisi dapat saja belum ditangani dengan baik. 
                                                        
28 Anak Agung Banyu Perwita, op cit, .Hal.99. 
29 Hugh Miall, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse, 2002, Resolusi Damai Konflik 
Kontemporer, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.30. 
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 Penyelesaian konflik dapat di bagi dalam beberapa tahap sesuai dengan 
dinamika sirklus konflik antara lain; pertama, konflik tidak boleh dipandang 
sebagai fenomena politik militer, namun harus dilihat sebagai fenomena sosial. 
Kedua, konflik memiliki suatu sirklus hidup yang tidak berjalan linear, sirklus 
hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan 
konflik yang spesifik pula. Ketiga, konflik tidak dapat direduksi dalam suatu 
variable tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat, namun suatu 
konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi 
bertingkat berbagai faktor. Terakhir, secara umum konflik merupakan salah satu 
bentuk hubungan umat manusia, baik konflik antar Negara, konflik internal 
Negara, konflik etnis, adalah manifestasi dari sebuah ekspansi heterorganisasi 
kepentingan, nilai dan keyakinan. Namun kondisi tidak berarti bahwa kita haarus 
mau menerima konflik sebagai bagian dari perjalanan nasib manusia. 
Adapun jenis-jenis penyelesaian konflik antara lain;30 
1) Rekonsiliasi; merupakan cara penyelesaian yang dilakukan untuk 
saling menerima, dan berhubungan secara damai, sejajar bertindak 
adil, mengubah prilaku yang buruk, saling memaafkan satu sama lain, 
baik dari pihak korban maupun dari pihak tersangkah untuk melupakan 
kepedihan masa lalu demi menyongsong masa depan yang lebih baik. 
Serta rekonsiliasi juga dapat menyelesaikan secara kekeluargaan, 
maupun adat, sesuai dengan kebiasaan kultur suatu Negara. 
                                                        
30 Sri Setianingsih Suardi, 2006, Penyelesaian Sengketa Internasional, Universitas Indonesia (UI-
PRESS), Hal.15. 
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2) Mediasi; merupakan cara untuk menyelesaikan masalah dengan tidak 
melalui lembaga hukum, tetapi memilih salah satu pihak yang 
berwenang, yang bisa diterima oleh kedua pihak menjadi mediator atau 
pihak ketiga, agar dapat mengarahkan proses penyelesaian secara 
damai. 
3) Arbitrasi; merupakan cara penyelesaian masalah antar Negara, melalui 
lembaga hukum. Jika ketika kedua pihak menolak menyelesaikan 
melalui mediasi, dan lebih mengarahkan pada pengadilan untuk 
menyelesaikan secara hukum berdasarkan norma-norma hukum yang 
berlaku dalam suatu negara atau suatu proses tanpa paksaan dari pihak 
yang berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang dipandang netral 
atau imprasial. 
Manajemen konflik, sama seperti istilah istilah yang berasosiasi dengan 
istilah ini, yaitu regulasi konflik, seringkali digunakan sebagai istilah generic 
untuk meliputi seluruh penanganan konflik secara positif, tetapi disini istilah ini 
digunakan untuk merujuk pada pembatasan, pelonggaran dan isolasi konflik 
dengan kekerasan.31 
Untuk penyelesaian konflik, organisasi regional mempunyain keuntungan 
dalam hal kedekatan dengan sumber konflik dan sangat mengenal pelaku utama, 
nilai budaya dan kondisi lokal. Dilain pihak, kepentingan aktor lokal dan secara 
khusus, mereka yang menguasai hegemoni regional dapat membuat organisasi 
regional tidak cocok bagi penyelesaian konflik, dan pada kebanyakan bagian 
                                                        
31 Ibid. Hal.30. 
28 
 
dunia mereka juga secara kronikal tidak mempunyai dukungan dana serta 
dukungan sumber lainnya yang memadai. Tujuan penyelesaian konflik adalah 
mentransformasi konflik dengan kekerasan yang ada atau yang berpotensi untuk 
ada dan menjadi proses perubahan sosial dan politik yang penuh damai atau tanpa 
kekerasan. 
Dalam resolusi konflik intervensi pihak ketiga memainkan peran dan 
intervensinya mengubah dinamika konflik. Dimana dua pihak bereaksi terhadap 
tindakan pihak lain adalah mudah bagi sebuah lingkungan perseteruan dan 
eskalasinya untuk berkembang. Masuknya pihak ketiga mengubah struktur 
konflik dan menimbulkan sebuah pola komunikasi yang berbeda, memungkinkan 
pihak ketiga menyaring atau melihat kembali pesan-pesan, sikap dan perilaku 
mereka yang berkonflik.32 Intervensi ini dapat mengurangi spiral umpan balik. 
Pihak ketiga dapat mengubah perilaku pihak-pihak yang terlibat disamping 
juga komunikasi mereka dengan penggunaan yang bijaksana terhadap imbalan 
dan hukuman (dorongan positif dan dorongan negatif) dan mereka dapat 
mendukung hasil yang satu dan bukan hasil yang lain. Tentu saja dengan 
melakukan tindakan ini, pihak ketiga yang kuat dapat terseret ke dalam konflik 
secara penuh terlibat. 
 
 
 
                                                        
32 Ibid. Hal.31 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG KAWASAN LINTASAN DAN IMIGRAN 
GELAP (INDONESIA – AUSTRALIA) 
A. Profil Kawasan 
A.1. Letak Geografis Indonesia 
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 
kurang lebih sekitar 17.504 buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km2 dan 
luas perairan 3.257.483 km2, kurang lebih 6.000 pulau diantaranya tidak 
berpenghuni tetap dan menyebar sekitar khatulistiwa. Indonesia terdiri dari 
berbagai macam suku dan kebudayaan yang merupakan tiang berdirinya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 
adalah kota Jakarta, yang terletak di pulau Jawa. Indonesia terdiri dari 5 pulau 
besar, yaitu: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya dan rangkaian 
pulau-pulau ini disebut pula sebagai kepulauan Nusantara atau kepulauan 
Indonesia.33 
Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-batas 
sebagai berikut : 
1) Utara  : Negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. 
2) Selatan  : Negara Australia, Samudera Hindia. 
3) Barat : Samudera Hindia. 
4) Timur : Negara Papua Nugini, Timor Leste, Samudera Pasifik. 
                                                        
33 http://id.shvoong.com/exact-sciences/astronomy/2182789-letak-geografis-
indonesia/#ixzz1qUHK84yW. Diakses tanggal 29 Maret 2012. 
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Posisi geografis Indonesia terdiri atas letak astronomis dan letak geografis 
yang berbeda pengertian dan pandangannya. 
a. Letak Astronomis 
Letak astronomis suatu negara adalah posisi letak yang berdasarkan garis 
lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari 
permukaan bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur adalah garis khayal 
yang menghubungkan Kutub Utara dan Kutub Selatan. Letak astronomis 
Indonesia terletak di antara 6oLU – 11oLS dan 95oBT – 141oBT. Berdasarkan 
letak astronomisnya Indonesia dilalui oleh garis equator, yaitu garis khayal pada 
peta atau globe yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besarnya. Garis 
equator atau garis khatulistiwa terletak pada garis lintang 0o.34 
b. Letak Geografis 
Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari 
kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan 
Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera 
Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada 
posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan 
perekonomian.35 
 
 
                                                        
34 Ibid. 
35 http://indo-geografi.blogspot.com/2011/11/arti-dan-pengertian-letak-geografis.html. Diakses 
tanggal 30 Maret 2012 
31 
 
c. Letak Geologis 
Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis batuan yang 
ada di permukaan bumi. Secara geologis wilayah Indonesia dilalui oleh dua jalur 
pegunungan muda dunia yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan 
Pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Adanya dua jalur pegunungan 
tersebut menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan 
rawan terjadinya gempa bumi.36 
Sebagian ahli membagi Indonesia atas tiga wilayah geografis utama yakni: 
1) Kepulauan Sunda Besar meliputi pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, 
Sulawesi. 
2) Kepulauan Sunda Kecil meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur. 
3) Kepulauan Maluku dan Irian. 
Pada zaman es terakhir, sebelum tahun 10.000 SM (Sebelum Masehi), 
pada bagian barat Indonesia terdapat daratan Sunda yang terhubung ke benua Asia 
dan memungkinkan fauna dan flora Asia berpindah ke bagian barat Indonesia. Di 
bagian timur Indonesia, terdapat daratan Sahul yang terhubung ke benua Australia 
dan memungkinkan fauna dan flora Australia berpindah ke bagian timur 
Indonesia. Pada bagian tengah terdapat pulau-pulau yang terpisah dari kedua 
benua tersebut. 
                                                        
36 Ibid. 
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Karena hal tersebut maka ahli biogeografi membagi Indonesia atas 
kehidupan flora dan fauna yakni: 
1) Daratan Indonesia Bagian Barat dengan flora dan fauna yang sama 
dengan benua Asia. 
2) Daratan Indonesia Bagian Tengah (Wallacea) dengan flora dan fauna 
endemik/hanya terdapat pada daerah tersebut. 
3) Daratan Indonesia Bagian Timur dengan flora dan fauna yang sama 
dengan benua Australia. 
Ketiga bagian daratan tersebut dipisahkan oleh garis maya/imajiner yang 
dikenal sebagai Garis Wallace-Weber, yaitu garis maya yang memisahkan 
Daratan Indonesia Barat dengan daerah Wallacea (Indonesia Tengah), dan Garis 
Lyedekker, yaitu garis maya yang memisahkan daerah Wallacea (Indonesia 
Tengah) dengan daerah Indonesia Timur. 
Berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, maka 
wilayah Indonesia dibagi menjadi 2 kawasan pembangunan:37 
1) Kawasan Barat Indonesia. Terdiri dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, 
Bali. 
2) Kawasan Timur Indonesia. Terdiri dari Sulawesi, Maluku, Irian/Papua, 
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 
 
                                                        
37 http://indo-geografi.blogspot.com/2011/11/arti-dan-pengertian-letak-geografis.html. Diakses 
tanggal 30 Maret 2012. 
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A.2. Letak Geografis Australia 
Australia merupakan benua terkecil di dunia dan negara terluas keenam di 
belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, 
dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kepemilikan 
dan keterpencilan Australia menyebabkannya dijuluki sebagai 'island continent 
atau benua pulau' dan dipandang sebagai pulau terluas di dunia.Australia memiliki 
garis pantai sepanjang 34.218 km (belum termasuk pulau-pulau di lepas pantai 
benua) dan pengakuan perluasan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 8.148.250 km². 
Zona ekonomi eksklusif ini tidak termasuk Teritorial Antartika Australia.38 
a. Letak Astronomis  
Benua Australia membentang dari garis lintang 10o 41'LS sampai garis 
lintang 43o 39'LS dan dari garis bujur 113o 09'BT sampai 153o 39'BT.39 
b. Letak Geografis 
Australia terletak di belahan bumi bagian selatan antara Samudera Pasifik 
dan Samudera Hindia, Australia dipisahkan dari Asia oleh Laut Arafura dan Laut 
Timor. Luas daratan Australia adalah 7.617.930 km²dan berada di atas Lempeng 
Indonesia-Australia. Lebar wilayah tersebut kira-kira 3200 km dari pantai timur 
ke barat dan panjangnya 3700 km dari Tanjung York di pantai utara sampai 
Tanjung Tenggara di Tasmania. Negara-negara yang bertetanggaan dengannya 
                                                        
38 Siboro, J., 1989, Sejarah Australia, Bandung, Tarsito, Hal. 12. 
39 Ibid, Hal. 13. 
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adalah Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini di bagian utara, Solomon island, 
Vanuatu, dan New Caledonia di timur-laut dan New Zealand di bagian tenggara. 
c. Letak Geologis 
Australia adalah sebuah benua. Di Australia dimungkinkan untuk 
bepergian sejauh ratusan kilometer tanpa menjumpai adanya perubahan timbulan. 
Hal ini disebabkan benua Australia adalah benua yang paling datar di dunia. 
Sebagian besar dari benua tersebut adalah plato rendah. Juga terdapat dataran 
rendah pantai di sisi timur dan barat.40 
Benua Australia dapat dibagi menjadi lima kawasan bentang alam yang 
utama, yaitu: 
1) Plato barat 
2) Plato dataran rendah tengah 
3) Kawasan pegunungan timur 
4) Dataran rendah pantai barat 
5) Dataran rendah pantai timur 
Great Barrier Reef atau Karang Penghalang Besar adalah terumbu karang 
terbesar di dunia. Great Barrier Reef terletak di dekat pantai timur-laut dan 
memanjang sampai 2.000 km. Gunung Agustus, diakui sebagai monolit terbesar 
di dunia yang terletak di Australia Barat. Gunung Kosciuszko setinggi 2.228 m 
berada di Mountain Big Divisor atau pemisah pegunungan besar merupakan 
                                                        
40 Ibid, Hal.14. 
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gunung tertinggi di benua Australia. Puncak Mawson di teritorial jauh Australia-
Heard Island adalah lebih tinggi, yakni setinggi 2.745 m.41 
Australia adalah benua terdatar dengan lapisan tanah yang paling tua dan 
tidak begitu subur. Gurun atau tanah yang agak gersang biasa dikenali sebagai 
pedalaman adalah bagian terbesar benua ini. Benua terkering yang dihuni 
manusia, hanya bagian tenggara dan tepian barat-daya yang beriklim sedang 
dengan kepadatan populasi terkecil di dunia. 
A.3. Pulau Christmas Sebagai Pulau Transit Bagi Imigran Gelap 
Pulau Christmas atau Pulau Natal adalah sebuah wilayah luar negeri 
Australia yang terdiri dari satu pulau. Pulau ini terletak didekat pulau Jawa, 
tepatnya disebelah barat daya Pulau Jawa, iklimnya merupakan iklim tropis. 
Pulau Christmas yang merupakan wilayah dari Australia di Samudera 
Hindia terletak 2.600 km (1.600 mil)dari arah barat laut kota Perth, Australia 
Barat, 500 km (310 mil)  dari arah selatan Jakarta, Indonesia dan 975 km (606 
mil) dari Pulau Cocos (Keeling).42 
Pulau ini memiliki populasi sebesar 1.402 warga yang tinggal di sejumlah 
“daerah pemukiman” diujung utara pulau: Flying Fish Cove (juga dikenal sebagai 
kampung), Kota Perak, Poon Saan dan Drumsite.43 
Pulau ini terisolasi secara geografis dan jauh dari jangkauan manusia 
hingga abad ke-19. Tidak mengherankan jika berbagai flora dan fauna endemik 
                                                        
41 Ibid, Hal.14 
42 Siboro, J, op cit, Hal.15. 
43 Ibid, Hal.17 
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dipulau ini relatif tidak tergangggu. Kondisi ini merupakan hal yang penting untuk 
para ilmuwan dan naturalist. 
Pulau ini sebenarnya adalah pulau yang dahulu dihuni oleh bangsa Melayu 
(Indonesia), mereka umumnya adalah orang-orang bugis yang mencari nafkah 
hingga ke bagian Australia, termasuk pulau Christmas, namun seperti biasanya 
dasar dari perilaku penjajah, Inggris seperti halnya Australia, menjadikan 
penduduk asli pulau ini terpinggirkan dan menjadi orang kedua ditanahnya 
sendiri, seperti halnya kaum Aborigin di Australia. Selain bangsa Melayu, bangsa 
Tionghoa juga banyak terdapat dipulau ini. Dahulu mereka didatangkan dari 
Malaysia dan Singapura sebagai pekerja tambang fosfat (guano).44 
Berdasarkan data sejarah, kepulauan tersebut kali pertama ditemukan oleh 
seorang warga Inggris bernama Kapten William Mynors pada 25 Desember 1643. 
Saat itu, Kapten Mynors sedang berlayar dari Inggris ke India. Di tengah jalan, dia 
melewati pulau yang kemudian dinamakan Christmas karena tanggal penemuan 
pulau tersebut bertepatan dengan hari Natal. Namun, kepulauan tersebut baru 
dicantumkan dalam peta dunia pada 1666 oleh ahli peta asal Belanda Pieter Goos 
dengan nama Mony yang artinya belum jelas.45 
Saat itu, data tentang pulau kecil tersebut memang tidak lengkap. Kapten 
Mynors sebagai penemu pertama pulau itu, tidak meninggalkan banyak catatan. 
Informasi yang lebih detail soal pulau tersebut baru didapatkan setelah penjelajah 
laut asal Inggris William Dampier dengan kapalnya yang bernama Cygnet, tiba di 
                                                        
44 http://unik.kompasiana.com/2010/10/24. pulau-christmas-surga-untuk-australia-neraka-untuk-
siapa-301000.html. Diakses tanggal 30 Maret 2012. 
45 Ibid. 
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Christmas Island pada Maret 1688. Saat itu dia berangkat dari wilayah Indonesia 
yang masih dalam jajahan Belanda.46 
Sebenarya, tujuan awal Dampier adalah Pulau Cocos, tetapi cuaca buruk 
membuat kapalnya dialihkan ke arah ke timur dan akhirnya terdampar di Pulau 
Christmas. Dalam catatannya berjudul ‘Voyages’, Dampier menulis bahwa saat 
dia dan krunya tiba di sana, pulau tersebut tidak berpenghuni. 
Australia yang merupakan salah satu anggota negara persemakmuran 
(commonwealth country) mendapat “titipan” dari Inggris sesuai peraang dunia 
kedua. Pulau ini tetap dipertahankan oleh Inggris dan Australia sebagai jalur 
Logistik pertahanan terluar Australia sebelum menuju ke Samudra Hindia dan 
Samudera Pasifik.47 
Pulau ini sangat strategis menuju ke belahan benua lain. Oleh karena itu 
pulau Christmas ini dipergunakan sebagai pangkalan Militer milik Australia, tentu 
saja didalamnya memberi akses dan ruang yang sebesar besarnya bagi Inggris dan 
AS menggunakan pulau ini untuk kepentingan militer negara-negara tersebut. 
Selain itu Pulau Christmas ini ternyata dipergunakan juga untuk menahan 
para imigran gelap yang mencoba memasuki Australia secara gelap. Jika imigran 
gelap berhasil melewati pulau karang dekat Perth, petugas akan melepaskan 
sesuatu benda (bukan granat) yang dapat menghancurkan perahu manusia yang 
mencoba merapat ke daratan. Kemudian manusia perahu itu dipungut satu persatu, 
dibawa ke daratan, lalu di introgasi. Setelah melalui proses pencatatan, mereka 
                                                        
46 http://aingkumaha.blogspot.com/2012/07/asal-usul-pulau-christmas-australia.html.Diakses pada 
tanggal 30 Maret 2012. 
47 Ibid. 
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dikirim ke pulau ini untuk menjalani hari demi hari dalam tahanan yang panas dan 
gersang. Sebelum mengalami shock yang mendalam, barulah mereka dideportasi 
ke negara masing-masing. Pulau ini memang benar-benar menjadi neraka bagi 
imigran gelap. 
B. Pengertian Imigrasi dan Imigran Gelap 
Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain, di 
mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan 
untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan 
pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Walaupun 
demikian, migrasi pekerja musiman (umumnya untuk periode kurang dari satu 
tahun) sering dianggap sebagai bentuk imigrasi. PBB memperkirakan ada sekitar 
190 juta imigran internasional pada tahun 2005, sekitar 3% dari populasi dunia. 
Sisanya tinggal di negara kelahiran mereka atau negera penerusnya.48 
Imigrasi sendiri dalam pemetaan jenis-jenis perpindahan manusia masuk 
dalam kategori migrasi. Sedangkan proses migrasi sendiri sudah berlangsung 
sejak jaman dahulu kala dalam sejarah kebudayaan manusia. Gerak perpindahan 
dari suku bangsa ke suku bangsa lainnya atau dari suatu tempat ke tempat lainnya 
di muka bumi. Migrasi tentu juga akan menyebabkan terjadinya pertemuan antar 
manusia dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Maka akan terjadi proses 
akulturasi.49 
                                                        
48  http://bukanimigrasi.blogspot.com/2010/05/pengertian-migrasi.html. Diakses tanggal 12 
Februari 2014. 
49 Koentjaranigrat, 2009,  Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta, Rineka Cipta, Hal.202. 
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Kebanyakan negara-negara asal imigran gelap yang bertujuan mencari 
suaka ke Australia berasal dari negara yang mengalami perang atau kerusuhan di 
negaranya yang banyak memakan korban warga sipil khususnya wanita dan anak-
anak. Seperti Iran, Myanmar dan Afghanistan negara-negara ini masih dalam 
situasi memanas karena situasi kondisinya belum tenang masih terjadi peperangan 
dalam negaranya, sehingga penduduk negara-negara perang ini sangat terancam 
keamanannya dan butuh perlindungan dari berbagai pihak, dengan pergi 
meninggal negaranya calon imigran gelap ini pergi ke negara transit dengan 
menggunakan visa pariwisata calon imigran gelap ini dapat pergi ke negara transit 
dengan aman. Negeri asal pengungsi terbesar adalah negeri-negeri berpenduduk 
mayoritas muslim seperti Afghanistan, Irak, Somalia, Sudan dan Turkey.  Namun 
sebagian besar pengungsi justru tidak ingin mencari suaka di negeri muslim.  
Kalaupun mereka pergi ke negeri muslim hanyalah sekedar transit untuk 
kemudian menuju negeri–negeri barat seperti AS dan Canada, Australia dan New 
Zealand. 
B.1. Faktor-faktor yang menyebabkan Imigrasi 
 Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan manusia/orang 
perlakuan aktifitas migrasi:50 
1) Alasan Politik / Politis, kondisi perpolitikan suatu daerah yang panas 
atau bergejolak akan membuat penduduk menjadi tidak betah atau 
tidak kerasan tinggal di wilayah tersebut. 
                                                        
50 http://organisasi.org/penyebab_atau_alasan_terjadinya_migrasi 
_atau_perpindahan_penduduk_desa_kota_negara_dan_lain_lain_geografi. Diakses pada 12 
Februari 2014. 
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2) Alasan sosial kemasyarakatan, adat istiadat yang menjadi pedoman 
kebiasaan suatu daerah dapat menyebabkan seseorang harus 
berimigrasi ke tempat lain baik dengan paksaan maupun tidak. 
Seseorang yang dikucilkan dari suatu pemukiman akan dengan 
terpaksa melakukan kegiatan migrasi. 
3) Alasan agama atau kepercayaan, adanya tekanan atau paksaan dari 
suatu ajaran agama untuk berpindah tempat dapat menyebabkan 
sesorang melakukan migrasi. 
4) Alasan Ekonomi,  biasanya orang miskin atau golongan bawah yang 
mencoba mencari peruntungan dengan melakukan migrasi ke kota. 
Atau bisa juga kebalikan dimana orang yang kaya pergi ke daerah 
untuk membangun atau berekspansi bisnis. 
5) Alasan lain, contohnya seperti alasan pendidikan, alasan tuntutan 
pekerjaan, alasan keluarga, alasan cinta, dan lain sebagainya. 
B.2. Imigran dan Imigran Gelap  
 Ada hal yang harus diklarifikasi mengenai istilah imigran gelap. Karena 
tidak semua pendatang tersebut datang dengan tujuan bermigrasi ke Indonesia. 
Mereka yang datang dengan motif ekonomi atau mencari penghidupan yang lebih 
baik dinegeri orang dibedakan dengan dengan mereka yang terusir atau terpaksa 
datang (forced migration) karena keamanannya terancam dan sulit bertahan 
tinggal dinegaranya. Mereka yang datang dengan motif ekonomi atau mencari 
penghidupan yang lebih baik adalah para imigran atau migran. 
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Imigran yang masuk ke suatu negeri secara resmi (terdaftar) dan ada pula 
yang tidak terdaftar (unregistered/undocumented). Mereka yang terdaftar bisa 
masuk ke suatu negeri secara (melalui pintu imigrasi resmi) dan terdaftar sebagai 
imigran resmi. Ada juga yang masuk melalui pintu imigrasi namun kemudian tak 
kunjung keluar (overstay). Jenis lainnya adalah yang masuk melalui pintu tidak 
resmi dan bertahan tinggal di negeri tersebut tanpa dokumen yang resmi, dan 
imigran jenis ini dapat disebut sebagai imigran gelap. 
B.3. Imigran pencari Suaka Politik 
Suaka politik yaitu mencari perlindungan di negara lain, karena keadaan di 
negara asal tidak aman. Suaka politik merupakan gagasan yuridiksi di mana 
seseorang yang dianiaya untuk opini politik di negerinya sendiri dapat dilindungi 
oleh pemerintah berdaulat lain, negara asing, atau perlindungan gereja di Abad 
Pertengahan. Suaka politik merupakan salah satu hak asasi manusia, dan aturan 
hukum internasional. Seluruh negara yang menerima Konvensi Terkait Status 
Pengungsi PBB wajib mengizinkan orang yang benar-benar berkualifikasi datang 
ke negerinya. Orang-orang yang memenuhi syarat-syarat suaka politik adalah 
mereka yang diperlakukan buruk di negerinya karena masalah: Ras, Kebangsaan 
dan Agama. 
Opini politik keanggotaan kelompok atau aktivitas sosial tertentu, orang-
orang yang diberikan suaka politik disebut pengungsi. Mereka sering dikelirukan 
dengan "pengungsi ekonomi", yang merupakan orang-orang yang pindah dari 
suatu negara miskin ke negara kaya agar dapat bekerja dan menerima uang yang 
dapat dikirimkan pada keluarga mereka di negeri asal. Pengungsi ekonomi sering 
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menjadi sasaran empuk bagi sejumlah politikus dan media massa yang 
mengatakan bahwa para pengungsi tersebut merebut pekerjaan dari penduduk 
negeri setempat. 
Alasan imigran gelap mencari suaka ke Australia karena: 
1) Benua Australia sangat luas, penduduknya sendiri, 
2) Lebih mudah mencari pekerjaan dan nafkah hidup di Australia, 
3) Australia lebih lunak dibanding negara lain dalam hal menerima 
pencari suaka. 
Menurut dari latar belakang, tujuan utama imigran gelap mereka adalah 
ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka mencari suaka, karena di 
negaranya sudah tidak ada impian atau pengharapan akan kehidupan yang layak. 
Mereka ingin membuka lembaran baru untuk generasinya. Mereka ingin mengadu 
nasib di Australia. Padahal pemerintah Australia tidak menyukai dan menolak 
kehadiran mereka, bahkan parlemen yang dikuasai Partai Liberal menginginkan 
para imigran gelap dikirim balik ke negara asal mereka. Oleh karena itu mereka 
menekan pemerintah Indonesia untuk menahan dan menangkap para imigan gelap 
yang hendak ke Australia sebenarnya hal tersebut cukup memberatkan negara kita 
Indonesia, karena otomatis memakan biaya yang tidak sedikit untuk 
operasionalnya. 
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) memperkirakan bahwa, 
secara global, empat juta orang dipindahkan secara ilegal setiap tahunnya. Hal ini 
dapat terjadi karena praktek menyelundupkan manusia sangat menguntungkan, 
beresiko relatif lebih rendah dan seiring dengan meningkatnya kerja jaringan 
kejahatan teroganisir dalam ruang lingkup internasional. Pemerintahan Australia 
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telah menyatakan bahwa selama periode dari tahun 1999 hingga tahun 2001 
kecenderungan dalam aktivitas  penyelundupan manusia terus berkembang dan 
ditunjukkan dengan peningkatan yang signifikan terhadap jumlah pendatang yang 
tidak sah dengan menggunakan perahu. Namun dalam kasus Australia, 
permasalahan people smuggling mengalami penurunan akibat kebijakan yang 
dicanangkan oleh Departemen Imigrasi, Multikultural dan Urusan Pribumi 
(DIMIA) dengan penghentian hampir menyeluruh terhadap kapal-kapal yang 
tidak sah dalam beberapa tahun terakhir. Mengacu kepada laporan DIMIA, pada 
tahun 2004 hingga 2005, terdapat 94 kasus baru people smuggling, angka ini 
merupakan penurunan sebesar 26,6% dibandingkan tahun 2003 dan 2004.  Selain 
itu, 88 kasus people smuggling diselesaikan pada tahun yang sama, yang juga 
merupakan penurunan sebesar 38,5% dibandingkan tahun sebelumnya.51 
Berbeda dengan Indonesia, hingga tahun 2010 kasus people smuggling 
terus meningkat dengan berbagai modus operandi. Jumlah kasus imigran gelap 
yang masuk ke Indonesia selama periode bulan Januari hingga bulan Mei, 2010, 
mencapai 61 kasus. Angka ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan 
karena mencapai hampir 100% dari jumlah kasus di tahun sebelumnya, yaitu 
sebesar 31 kasus. Jumlah imigran gelap yang masuk ke Indonesia pada tahun 
2010 mengalami peningkatan sebesar 5,7%, atau meningkat sebesar 67 orang 
sehingga jumlah imigran pada tahun 2010 adalah 1.245 imigran, sedangkan di 
tahun 2009 adalah 1.178 imigran. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga 
                                                        
51  https://www.dfat.gov.au/aii/publications/bab09/.  Diakses pada tanggal 10 Agustus 2012 
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mencatat bahwa setiap tahunnya, Pemerintah Indonesia mengirimkan kembali 
para imigran ke negara asal, sedikitnya 1.290 orang imigran gelap.52 
Menurut pemberitaan kompas.com, 23 November 2009, pada bulan 
Oktober dan November 2009, aparat keamanan Republik Indonesia menangkap 
serombongan imigran dari dua negara, Sri Lanka dan Afganistan, karena 
memasuki wilayah Indonesia di daerah Banten. Kejadian pada tanggal 11 Oktober 
2009, sebanyak 255 imigran asal Sri Lanka, yang menaiki kapal kayu pengangkut 
barang, ditangkap di perariran Selat Sunda. Kemudian pada tanggal 15 November 
2009, giliran 40 imigran asal Afganistan yang ditangkap di daerah Labuan, 
Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada awalnya Pemerintah memperlakukan para 
imigran dengan baik dengan alasan menyunjung Hak Asasi Manusia. Namun 
kemudian muncul pertanyaan sampai kapan perhatian itu harus diberikan, 
merelakan para imigran sebagai tanggungan negara Indonesia menjadi masalah 
tersendiri yang dihadapi oleh Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Provinsi.53 
Pada tanggal 7 Januari 2014 Angkatan Laut Australia menghalau imigran 
gelap asal Timur Tengah yang hendak masuk ke perairan benua Australia, dan 
mendorong mereka kembali ke wilayah perairan Indonesia. Sebanyak 45 imigran 
gelap asal Timur Tengah itu akhirnya terdampar di wilayah perairan Indonesia di 
sekitar Laut Timor, kemudian diamankan oleh Polres Rote Ndao. Kapolres Rote 
Ndao AKBP Hidayat ketika dihubungi Antara dari Kupang, membenarkan adanya 
                                                        
52 http://www.antaranews.com/, 3 Agustus 2010. Diakses tanggal 11 Desember 2012. 
53 http://female.kompas.com, 23 November 2009. Diakses tanggal 11 Desember 2012. 
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upaya penyelamatan tersebut, dan mengatakan para imigran tersebut masih 
diamankan oleh pihaknya di Pulau Rote.54 
Sebelum didorong kembali ke perairan Indonesia di sekitar Laut Timor 
yang tak jauh dari Pulau Rote, para imigran tersebut sudah diberikan sejumlah 
fasilitas pelampung dan alat komunikasi dan nakhoda kapal oleh AL Australia. 45 
imigran terdiri dari warga Sudan sembilan orang, Ereteria dua orang, Somalia 28 
orang, Ghana satu orang, Lebanon satu orang, Mesir tiga orang dan 
berkewarganegaraan Yaman satu orang, Sembilan di antaranya perempuan, serta 
laki-laki 36 orang yang didorong kembali ke perairan Indonesia oleh Angkatan 
Laut Australia, puluhan imigran itu diamankan di Desa Lengu Petu, Kecamatan 
Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao di Pulau Rote.55 
Lembaga PBB urusan pengungsi memperingatkan Australia bahwa cara 
mereka menghalau para imigran bisa melanggar hukum internasional, dengan 
memaksa kapal-kapal itu kembali ke Indonesia tanpa memperhatikan keselamatan 
imigran gelap yang sering sekali terjadi kecelakaan di laut dari kapal atau perahu 
yang bocor singgah tenggelam dan tidak sedikit korban imigran gelap meninggal 
sampai terseret arus gelombang.56 
Tidak mustahil menjadi konflik militer antara dua negara bila Australia 
terus-terusan melakukan provokasi dengan mengembalikan imigran ke Indonesia. 
Ditambah lagi penyadapan yang dilakukan Australia terhadap jaringan telepon 
                                                        
54 http://www.merdeka.com/peristiwa/al-australia-dorong-kapal-imigran-gelap-kembali-ke-
indonesia.html. Diakses tanggal 7 Januari 2014. 
55 Ibid. 
56 http://dunia.news.viva.co.id/news/read/473855-usir-kapal-imigran--australia-akui-langgar-
wilayah-laut-ri. Diakses pada tanggal 23 November 2013. 
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Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berujung penghentian 
kerjasama dengan Australia terkait pengamanan dan penanganan imigran gelap. 
B.4. Perkembangan Masalah Imigran Gelap 
Seperti kita ketahui, permasalahan illegal smuggling atau imigran gelap 
dari Timur Tengah dengan tujuan Christmas Island (Pulau Christmas atau Pulau 
Natal) menjadi persoalan klasik antara Indonesia dan Australia. Bahkan, kasus ini 
telah lama menjadi perhatian dunia internasional. Faktanya, hingga saat ini, 
imigran gelap dari negara Timur Tengah seperti Iran, Afganistan dan Pakistan 
masih terus mengalir. Larangan dan sanksi keras yang diterapkan Australia 
sebagai negara tujuan dan Indonesia sebagai transit seperti tak diindahkan. 
Mereka selalu lolos dengan petugas lintas sektoral. Ini terbukti dengan jumlah 
imigran gelap dari Timur Tengah ke Australia melalui Indonesia yang terus 
meningkat setiap tahunnya. 
Pulau Natal adalah wilayah luar Australia. Pulau ini terletak di dekat Pulau 
Jawa, tepatnya di sebelah barat daya Pulau Jawa. Iklimnya merupakan iklim 
tropis. Pulau Christmas yang merupakan wilayah dari Australia di Samudera 
Hindia terletak 2.600 kilometer (1.600 miles) dari arah barat laut kota Perth, 
Australia Barat dan hanya berjarak 500 kilometer (310 miles) dari arah selatan 
Jakarta, Indonesia.57 Jadi, dari segi jarak atau batas landasan kontinental, pulau 
tersebut memang lebih dekat dari Indonesia dibanding Australia. 
                                                        
57 http://wol.jw.org/en/wol/d/r25/lp-in/102007291. Diakses tanggal 1 April 2012. 
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Menurut dari latar belakang,  tujuan utama imigran gelap mereka adalah 
ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka mencari suaka, karena di 
negaranya sudah tidak ada impian atau pengharapan akan kehidupan yang layak 
dan kebanyakan datang dari negara-negara yang sedang berperang. Mereka ingin 
membuka lembaran baru untuk generasinya. Tak heran jika para imigran gelap itu 
masih ada pertalian saudara atau famili. Ada anak, sepupu, saudara sekandung, 
paman dan serumpun lainnya. Mereka menganggap bahwa Australia adalah 
tempat yang paling tepat atau semacam dreamland bagi mereka. 
Selain itu, mereka juga memiliki jaringan yang cukup kuat. Kalau penulis 
gambarkan, jaringan mereka seperti trilogy link. Yang pertama, orang Timur 
Tengah yang sudah berhasil dan tinggal di Australia. Mereka menjadi founding 
father komunitas Timur Tengah di Australia. Mereka sudah memiliki pekerjaan 
yang mapan, bahkan memiliki posisi atau jabatan strategis di negeri Kanguru 
tersebut. Jumlah mereka cukup banyak. Mereka jugalah donatur atau penyuplay 
financial bagi komunitasnya yang akan menyusul ke Australia. Yang kedua, 
mereka yang sudah keluar dari Timur Tengah dan saat ini menetap di wilayah 
Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jumlah mereka juga cukup besar. Solidaritas 
mereka sangat kuat. Mereka memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang cukup 
nyaman, bahkan memiliki semacam perkampungan khusus untuk komunitas 
mereka. Tempat mereka inilah yang digunakan untuk menampung para imigran 
gelap dari Timur Tengah atau transit sebelum ke Australia. Sedangkan yang 
ketiga adalah calon imigran gelap yang masih tinggal di Timur Tengah. Mereka 
masih standby di Timur Tengah, menunggu moment yang tepat untuk bergerak ke 
Australia. Jaringan ini sudah ada sejak puluhan tahun silam sebelum ada proteksi 
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maupun aturan-aturan yang fundamental dari negara-ngera yang bersangkutan dan 
fakta itu terungkap dari penuturan Khareem warga Pakistan, salah seorang 
imigran yang terdampar di Pulau Panaitan dan berhasil di evakuasi Basarnas.58 
Fakta ini juga sering diterima Basarnas saat terjadi musibah di Laut 
Selatan yang melibatkan imigran gelap. Basarnas sering menerima laporan telah 
terjadi musibah. Namun, ketika dilakukan searching, musibah itu memang ada 
tapi orang-orang yang jumlahnya mencapai puluhan itu sudah tak berbekas. 
Mereka sudah pergi, menyelamatkan diri dan melarikan diri ke pemukiman 
terdekat lalu kembali ke ‘kampung’-nya. Informasi musibah itu diterima Basarnas 
dari nelayan atau dari pelabuhan. Namun, yang paling sering, informasi itu justru 
datang dari Australian Maritime Safety Authority (AMSA).59  Seharusnya IDMCC 
juga memiliki Local User Terminal (LUT) yang bisa mendeteksi sinyal distress 
Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) atau beacon dari kapal 
yang mengalami musibah tapi AMSA menerima laporan itu langsung dari para 
imigran via telepon satelit. Mereka berharap ditolong oleh Australia dan 
dievakuasi ke Australia. Dalihnya sama, mencari suaka dan ingin berkumpul 
dengan saudara-saudaranya yang sudah berada di Australia. Selain itu, kapal yang 
mereka sewa bukanlah kapal berperalatan canggih. Seperti kapal yang terdampar 
di Pulau Panaitan itu, hanya kapal kayu sejenis kapal pukat dengan panjang 
sekitar 10-15 meter. Mereka menyewa dari nelayan sekitar 4000 – 5000 US Dolar 
atau per orang membayar Rp 1,5 juta. Tentu saja kapal itu tidak dipasangi 
Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) atau beacon karena 
                                                        
58 www.basarnas.go.id/index.php/baca/artikel/2027/sisi-pelik-imigran-gelap. Diakses tanggal 2 
Desember 2013. 
59 https://www.amsa.gov.au/. Diakses tanggal 1 Juli 2013. 
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pemilik kapal yang katanya orang Indonesia itu juga tahu resikonya jika 
tertangkap membawa para imigran gelap.60 
Keberanian kapal kecil yang memuat penumpang banyak untuk 
menyeberangi Laut Selatan yang ganas jika tidak dengan alasan si pemilik kapal 
dugaan utamanya menyangkut masalah ekonomi sedangkan bagi si penyewa (para 
imigran) adalah tekad yang kuat untuk merubah nasib dan bertemu sanak 
saudaranya di Australia. Selebihnya adalah pengalaman, dimana sudah banyak 
saudara-saudara mereka yang sukses, lolos, dan bisa sampai ke Australia dengan 
selamat. 
Mereka juga sadar, bahwa kenekatan mereka bisa mengakibatkan 
kematian seperti yang dialami saudara-saudara mereka sebelumnya. Dimana kapal 
yang mereka tumpangi over load dan pecah di tengah samudera. Dua-ratusan 
imigran tewas, bahkan jenazahnya terbawa arus hingga Banyuwangi dan Bali 
pada pertengahan tahun 2012.61 Dan mereka para imigran gelap tidak pernah 
kapok untuk melakukan penyebrangan laut bertolak ke Australia, dan untuk 
memenuhi hidup sehari-hari mereka menerima uang kiriman dari saudara-
saudaranya di Australia atau bantuan dari saudara-saudaranya di Indonesia. 
Deputi Bidang Operasi Mayjen TNI Sumartono menegaskan, Basarnas 
tetap melakukan pertolongan siapapun yang mengalami musibah pelayaran 
khususnya di wilayah Indonesia. Pada tanggal 7 Februari 2014, Petugas dari 
International Organization for Migration (IOM) tiba di Tasikmalaya, Jawa Barat, 
                                                        
60 Ibid. 
61 http://www.basarnas.go.id/index.php/baca/artikel/2027/sisi-pelik-imigran-gelap diakses pada 
tanggal 2 Desember 2013 
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untuk mendata imigran gelap asal Iran, Nepal, Banglades, dan Pakistan yang 
terdampar di Pantai Pangandaran. Pihak IOM akan memfasilitasi segala 
kebutuhan imigran selama di tempat penampungan. Selain itu, IOM akan mendata 
secara detail dokumen-dokumen imigran yang akan diserahkan ke Direktur 
Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. selanjutnya orang 
pusat yang mencari rumah detensi imigrasi (rudenim) yang siap menampung, 
setelah ada rudenim yang siap menampung, Dirjen Imigrasi mengeluarkan surat 
keterangan kepada rudenim dan kantor imigrasi mengenai kelanjutan imigran 
gelap.62 
Tidak semua rumah detensi imigrasi (rudenim) mau menerima imigran 
gelap, pihak rudenim akan mengecek agama para imigran karena pernah tejadi 
bentrokan antara muslim Rohingya dan imigran Budha di Rumah Detensi Imigrasi 
Belawan dan diusahakan satu agama di rumah detensi imigrasi. Setelah dari 
rudenim, ada petugas yang menangani pengungsi, yakni United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR) yang kemudian menentukan negara ketiga 
yang siap menampung pengungsi jadi petugas imigrasi hanya mendata para 
imigran gelap saja.63 
B.5. Imigran Gelap dan Indonesia sebagai Negara Transit 
Menurut catatan Badan PBB untuk Urusan Pengungsi, United Nations 
High Commissioner for Refugees tahun 2010, jumlah pengungsi  di dunia adalah 
sekitar 43.3 juta dimana 27.1 juta di antaranya adalah Internally Displaced 
                                                        
62 http://www.tempo.co/read/news/2014/02/06/058551599/Imigran-Usiran-Australia-Terkatung-di-
Laut-10-Hari . diakses pada tanggal 6 Februari 2014 
63 http://jrs.or.id/campaigns/urban-refugees/impressions-and-reflections-on-world-refugee-day/. 
Diakses tanggal 6 Februari 2014 
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Persons dan 15.2 juta jiwa adalah pengungsi (lintas negara).  Negeri asal 
pengungsi yang terbanyak adalah berturut-turut Afghanistan, Irak, Somalia, 
Burma, Colombia, Vietnam, Eritrea, China, Sri Lanka, Turkey dan Angola.  
Sedangkan negeri tujuan pengungsi, ataupun yang kemudian menerima para 
pengungsi adalah Amerika Serikat, Canada, Australia, New Zealand, Netherlands, 
Denmark dan negara-negara Scandinavia (Swedia, Finlandia dan Norwegia).64 
Indonesia sendiri tidak tergolong sebagai negeri tujuan pengungsian.  
Walaupun Indonesia pernah berpartisipasi dengan menyediakan Pulau Galang di 
Kepulauan Riau sebagai penampungan pengungsi asal Vietnam dan Kamboja di 
tahun 1979 – 1996 atas mandat dari PBB United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR).  Disamping Pulau Galang, pulau lain seperti Natuna, 
Tarempa dan Anambas juga menjadi tempat transit dan pemprosesan manusia 
perahu. 
Posisi Indonesia saat ini lebih dikenal sebagai negeri transit pengungsi dari 
negeri Asia lain yang akan menuju Australia. Pengungsi yang menjadikan 
Indonesia sebagai negeri transit datang dari Irak, Afghanistan, Sri Lanka maupun 
Burma (etnis Rohingya).  Kebanyakan pengungsi datang dengan menggunakan 
jalur laut (sebagai manusia perahu) dan memilih pantai selatan Jawa hingga ke 
Nusa Tenggara sebagai tempat bertolak menuju Australia. 
Jawa Barat selatan adalah salah satu tempat bertolak paling ideal. 
Disamping karena merupakan titik terdekat menuju Pantai Christmas Australia,  
juga karena pantai selatannya begitu panjang.  Ideal bagi para mafia penyelundup 
                                                        
64 Presi Mandari, 2004, “Keberadaan Indonesia dalam masalah people smuggling menuju 
Australia”, Jakarta, Universitas Indonesia, Hal.5. 
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manusia untuk berkelit dari otoritas keamanan laut.  Sebelum kasus tahun 2011-
2012, salah satu kasus yang terkenal adalah Tampa Incident Agustus 2001.  
Ketika itu sekitar 438 pengungsi Afghanistan terdampar di tengah laut 
internasional beberapa puluh kilomer dari Pulau Christmas.  Mereka menumpang 
kapal Indonesia Palapa 1 yang berperan selaku penyelundup manusia dengan 
bayaran tertentu. Mereka kemudian ditolong kapal MV Tampa yang berbendera 
Norwegia yang sedang berlayar di daerah tersebut.65   
Sayangnya, otoritas Australia kemudian menolak menerima mereka di 
tanah Australia dan mengirim para manusia perahu tersebut ke negara Nauru 
untuk ditahan sementara dan diproses klaim suaka-nya. Terkait dengan begitu 
banyaknya kasus imigran gelap dan pengungsi / pencari suaka yang menjadikan 
Indonesia sebagai negara transit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
65 http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2001-08-29/australia-minta-indonesia-ikut-
membantu-kasus-kapal-tampa/784958. Diakses tanggal 6 Februari 2014. 
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BAB IV 
PENGHENTIAN AKTIFITAS IMIGRAN GELAP MELALUI INDONESIA 
MENUJU AUSTRALIA 
 
A. Indonesia dan Transnasional Crime Sebagai Konsep Dasar Kasus Imigran 
Gelap 
Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar memiliki posisi yang 
sangat strategis dan menguntungkan, namun tidak jarang posisi ini juga menjadi 
ancaman besar bila Indonesia tidak membatasinya dengan pagar yang kuat, dalam 
hal ini penjagaan atas keamanan negara sangatlah penting. Dalam penelitian ini, 
penyusun mencoba menerangkan Indonesia dari sisi perairan dan kelautan yang 
merupakan kawasan penting yang menjadi lalu lintas baik nasional maupun 
internasional. 
Transnational Crime berawal dari pemahaman atau sebuah konsep 
transnasionalisme yang merupakan hasil dari transnasionalisasi. Menurut Ludger 
Pries bahwa, “transnasionalisasi mengetengahkan semakin pentingnya (baik 
secara kualitas dan kuantitas) praktik-praktik, jaringan-jaringan dan hubungan-
hubungan sosial yang bersifat pluri-lokal dan transnasional.” Bentuk dan 
hubungan sosial transnasional adalah proses migrasi, aktifitas ekonomi 
internasional dan gerakan politik. Dengan demikian pembahasan terhadap 
transnasionalisasi dan transnasionalisme dapat berlanjut pada pembahasan 
terhadap kejahatan transnasional (transnational crime). 
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Istilah kejahatan transnasional (transnasional crime) merupakan 
perkembangan dari identifikasi keberadaan karakteristik baru dari bentuk 
kontemporer dari organized crime pada masa tahun 1970-an oleh sejumlah 
organisasi internasional. Ada beberapa kejahatan yang termasuk dalam  kategori 
transnational crime antara lain : people smuggling, trafficking in person, money 
laundring, cyber crime, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, dan 
terorisme.66 Sedangkan tindakan imigran gelap ini termasuk dalam people 
smuggling. Untuk itu penyusun konsep transnational crime sebagai alat analisa 
dalam kasus imigran. 
Imigrasi yang dilakukan oleh imigran asing yang berasal dari negara-
negara Asia Selatan seperti Afganistan, Pakistan, Srilanka, Irak, Iran merupakan 
tindakan untuk mencari suaka atau perlindungan ke negara lain dan tujuannya 
yaitu masuk ke pulau Christmas yang merupakan pulau di Australia. Untuk 
menuju Australia, para imigran masuk melalui Indonesia. 
Kehadiran para imigran gelap di Indonesia yang bertujuan untuk transit ke 
negara lain ini menjadi ancaman bagi Indonesia dikarenakan beberapa oknum 
imigran ini yang melakukan tindakan kejahatan seperti peredaran narkoba, senjata 
api, terorisme dan trafficking in person. Menyangkut hal ini, Indonesia maupun 
Australia memiliki kepentingan nasional yang harus dikedepankan. 
Menurut pendapat Morgenthau yaitu interest atau kepentingan yang 
sifatnya relatif permanen yang meliputi tiga faktor yaitu sifat dasar dari 
kepentingan nasional yang dilindungi, lingkungan politik dalam kaitannya dengan 
                                                        
66 http://www.komisikepolisianindonesia.com/hukum/read/608/yang-perlu-disimak-trans-national-
crime.html, Diakses tanggal 14 April 2014. 
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pelaksanaan kepentingan tersebut, dan kepentingan yang rasional. Kepentingan 
nasional merupakan pilar utama tentang politik luar negeri dan politik 
internasional yang realistis karena kepentingan nasional menentukan tindakan 
politik suatu negara.67 
“Ada kepentingan nasional yang bersifat vital bagi suatu negara karena 
terkait dengan eksistensinya. Kepentingan nasional yang bersifat vital 
biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut serta nilai-
nilai inti (core values) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. 
Kalau kepentingan vital atau strategis suatu negara menjadi taruhan dalam 
interaksinya dengan aktor lain, maka negara tersebut akan menggunakan 
segala instrumen yang dimilikinya termasuk kekuatan militer untuk 
mempertahankannya.”68 
Mengingat setiap negara memiliki kepentingan nasional, maka 
kepentingan Indonesia dalam hal ini adalah menjaga wilayah Indonesia tetap 
dalam kondisi aman, meskipun Indonesia merupakan target para imigran gelap 
untuk transit menuju pulau Christmas yang terletak di Australia. Karena kasus 
imigran gelap bukanlah satu-satunya kasus yang harus diwaspadai oleh Indonesia. 
Posisi Indonesia yang strategis sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak 
pelabuhan yang tetap harus di pantau menjadi tanggung jawab besar bagi semua 
aktor Indonesia. 
 
 
                                                        
67 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21343/5/Chapter%20I.pdf. Diakses tanggal 14 
April 2014. 
68 Ibid 
56 
 
B. Peran Indonesia Menghentikan Imigran Gelap Melewati Wilayah  
Indonesia 
Indonesia sampai saat ini belum menjadi anggota dari Konvensi Pengungsi 
1951 maupun Protokol 1967 dan juga tidak mempunyai mekanisme penentuan 
status pengungsi. Oleh karena itu, selama ini Badan PBB yang mengurusi 
pengungsi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) –lah yang 
memproses sendiri setiap permohonan status pengungsi di Indonesia dengan 
dibantu badan internasional lain seperti International Organization for Migration 
(IOM). 
Bagi mereka yang ternyata memang pengungsi, UNHCR berupaya 
mencarikan solusi yang berkelanjutan baginya, yang biasanya berupa pemukiman 
kembali ke negara lain untuk mana UNHCR bekerja sama erat dengan negara-
negara tujuan. Per tanggal 1 Mei 2009 terdapat sekitar 439 orang yang diakui 
sebagai pengungsi, 821 orang pencari suaka dan 26 orang lainnya yang menjadi 
perhatian UNHCR di Indonesia.69 
Kendati belum menjadi pihak dari Konvensi Pengungsi 1951, pemerintah 
Indonesia dan pemerintah daerah selama ini telah mendukung proses-proses suaka 
tersebut dengan mengijinkan pencari suaka masuk ke wilayah Indonesia, merujuk 
para pencari suaka ke UNHCR, dan mengijinkan para pengungsi untuk tinggal di 
Indonesia sementara menunggu diperolehnya solusi yang berkelanjutan. Contoh 
terakhir adalah bagaimana rakyat Aceh dan pemerintah Indonesia bersedia 
menampung sementara pencari suaka Rohingya dari Myanmar yang terusir oleh 
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rezim junta militer Myanmar dan dianggap sebagai tak punya kewarganegaraan 
(stateless person).70 
Tindakan pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah ini patut dipuji. Ini 
adalah implementasi dari asas non refoulement dalam Konvensi Pengungsi 1951 
(tidak mengusir / memulangkan kembali ke negeri asal apabila kondisi negerinya 
masih tidak kondusif).71  Langkah berikutnya adalah membantu pemprosesan 
status para pengungsi tersebut dan tidak sekali-sekali melakukan kekerasan 
terhadap mereka dalam segala bentuknya. 
Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah dengan dukungan TNI / 
POLRI juga harus mencegah dan menindak keras para penyelundup manusia asal 
Indonesia yang mengambil keuntungan dari penderitaan para pencari suaka 
dengan cara memfasilitasi,  memberikan transportasi, dengan sembunyi-sembunyi 
maupun dengan cara menipu, mengantarkan orang ke negeri lain melalui cara 
tidak resmi yang sekaligus melanggar hukum. Apalagi, Indonesia telah menjadi 
pihak (party) dari Konvensi PBB tentang Anti Kejahatan Transnasional yang 
Terorganisasi  (UN Convention Against Transnational Organized Crime 2000) 
dengan meratifikasinya sejak April 2009 melalui UU No. 5 tahun 2009.72 
Berdasarkan data yang kami dapatkan, bahwa sejauh ini Indonesia belum 
mengaksesi konvensi genewa tahun 1951 dan protokol tambahan tahun 1967  
tentang pengungsi, sehingga Indonesia tidak dapat melakukan pengusiran dan 
                                                        
70 http://kadarudin.blogspot.com/2012/05/thesis-bachelor-degree.html. Diakses pada tanggal 25 
April 2013 
71 http://www.proz.com/kudoz/english_to_indonesian/law_general/3559808-
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exstradisi. Selanjutnya, sesuai dengan Prinsip Non-Refoulement dalam Hukum 
Hak Asasi Manusia tentang Convention Against Torture (CAT) pasal 3 disebutkan 
bahwa "tidak ada Negara / pihak yang boleh mengusir, mengembalikan atau 
mengekstradisi seseorang ke negara lain apabila ada alasan yang cukup kuat untuk 
menduga bahwa orang itu dalam bahaya karena menjadi sasaran penyiksaan". 
Dengan kata lain, bahwa Indonesia sebagai bagian dari dunia Internasional wajib 
menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM  tersebut.73 
Terkait berita pada 15 Februari 2014 New York Time, salah satu media 
besar Amerika telah mengungkap adanya penyadapan Australia terhadap 
Indonesia. Terungkapnya penyadapan Australia terhadap Indonesia yang 
dilakukan oleh Mantan pegawai kontrak Nasional Security Agency (NSA) Edward 
Joseph Snowden penyadapan tentang sengketa dagang rokok dan udang antara 
Indonesia dan Amerika Serikat dan kerja sama antara intelijen Australia, Australia 
Signals Directorate (ASD) dan Intelegence AS, National Security Agency 
(NSA).74 Terungkapnya penyadapan ini membuat Indonesia kecewa terhadap 
Australia dan membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan 
kebijakan luar negerinya secara langsung dengan memutus kerjasam seperti 
penghentian latihan bersama tentara Indonesia dan Australia, menghentikan 
kerjasama menangani imigran gelap, dan meminta adanya code of conduct dan 
                                                        
73 http://www.komisikepolisianindonesia.com/hukum/read/608/yang-perlu-disimak-trans-national-
crime.html. Diakses pada tanggal 16 April 2014. 
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guide of principal atas kerja sama-kerja sama yang untuk sementara dihentikan 
itu. Protokol ini nanti sifatnya mengikat dengan jelas dan dijalankan.75 
Selain Mengenai pemberitaan tersebut hubungan bilateral Indonesia-
Australia berada pada tahap terendah. Perubahan hubungan yang semula harmonis 
ini terjadi setelah Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott melaksanakan 
kebijakan pragmatis terkait para pencari suaka ke negaranya. Sebagaimana 
diketahui, beberapa waktu lalu Australia telah mengirim balik para pencari suaka 
yang berusaha masuk ke wilayahnya melalui perairan Indonesia dengan sekoci 
yang dipersiapkan oleh kapal patroli Australia di perairan perbatasan. Dengan 
kebijakan tersebut Australia mengklaim berhasil menanggalkan masuknya semua 
kapal pencari suaka ke negaranya dalam dua bulan terakhir. 
Sejauh ini belum ada strategi atau kerjasama yang dilakukan antara 
Indonesia dan Australia kedepannya, dilihat dari sikap Australia yang cenderung 
menyalahkan Indonesia terhadap masalah ini karena menganggap Indonesia tidak 
melakukan upaya pencegahan. Terjadinya kesenjangan sumber daya dan kapasitas 
antara kedua negara turut memperkeruh masalah ini. Dalam masalah pencari 
suaka, Australia memiliki sistem hukum yang lebih tegas, lembaga dan kesiapan 
operasional. Namun sebelum hubungan Indonesia-Australia tidak seharmonis 
dulu, kedua negara ini masih menjalankan kerjasama dalam pemantauan. 
Kerjasama Kepolisian lintas Negara dalam mengatasi imigran gelap saat ini, yaitu 
bekerja sama dengan Australian Federal Police (AFP), dan Polri yang memiliki 
‘extradition treaty’ ini. Keduanya anggota Icpo Interpol. AFP ini, merasa 
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berkepentingan bantu Polri, atasi masalah imigran gelap tujuan ke Australia di 
wilayah Indonesia. Upaya yang telah dilakukan, yakni masalah ditangani secara 
komprehensif, melalui Program ‘G-to-G’ (Government to Government). 
Komitmen kerjasama antar negara ASEAN (Association of South East Asian 
Nations), dengan mencantumkan masalah imigran gelap dalam agenda pertemuan 
negara ASEAN, dalam forum seperti SOMTC (The ASEAN Senior Officials 
Meeting on Transnational Crime) dan ASEANAPOL (The ASEAN Police Chiefs 
Association. 
B.1. Meningkatkan Kewaspadaan terhadap Bahaya Kejahatan 
Imigrasi 
Illegal migration merupakan suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah 
tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah 
melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sahatau melanggar atau tidak 
memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah.76 Terdapat tiga 
bentuk dasardari imigran gelap, yaitu:77 
1) Yang melintasi perbatasan secara ilegal (tidak resmi).  
2) Yang melintasi perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah 
resmi (dengan cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan 
dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik 
seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen 
remsi dengan tujuan yang ilegal.  
                                                        
76 Ramadhan, K.H dan Yusra Abrar, 2005, “Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia”, Jakarta,  
Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, Hal. 12. 
77Ibid. Hal. 13. 
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3) Yang tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai 
imigran resmi. 
Dalam menanggulangi terjadinya kejahatan imigrasi, para petugas yang 
terkait dalam menjalankan kewajibannya harus mempunyai dasar pengetahuan 
tentang masalah keimigrasian. Tetapi dalam praktiknya, masih banyak petugas 
yang kurang memahami masalah imigrasi sehingga penyidikan terhadap kejahatan 
imigrasi kurang begitu efektif. 
Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan 
pengetahuan para petugas yang bersangkutan dengan jalan memberikan 
upgrading atau pelatihan/pendidikan agar pengetahuan yang dimilikinya bisa 
membuat para petugas melaksanakan tugasnya dengan baik.Apabila 
memungkinkan, maka tidak ada salahnya memberikan pelajaran keimigrasian di 
fakultas-fakultas agar pengetahuan para mahasiswa tentang imigran gelap menjadi 
lebih luas sehingga kewaspadaan terhadap bahaya kejahatan imigrasi lebih dapat 
ditingkatkan lagi. 
B.2. Pengawasan Ketat di Pelabuhan-pelabuhan 
Seperti diketahui bahwa pelabuhan pendaratan merupakan tempat dimana 
orang asing yang datang dari luar negeri dan telah memenuhi syarat 
diperbolehkan masuk ke Indonesia untuk mendarat. Jika sebuah kapal dari luar 
negeri dengan penumpang-penumpangnya dapat berlabuh di suatu pelabuhan 
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yang bukan pelabuhan pendaratan dan mendaratankan penumpang-penumpangnya 
tersebut, maka dalam kasus ini terdapat unsur-unsur kesengajaan, antara lain:78 
1) Pelanggaran atas ketentuan pendaratan 
2) Penyelundupan orang asing yang terdiri dari: 
a) Tanpa dokumen perjalanan dan izin imigrasi. 
b) Tanpa izin imigrasi yang berlaku, sekalipun mempunyai paspor 
dan dokumen imigrasi. 
3) Penyelundupan orang asing yang mengaku sebagai warga Indonesia 
dengan menggunakan; 
a) Paspor RI palsu 
b) Paspor RI yang dipalsukan 
c) Paspor RI yang didapatkan dengan jalan/cara yang tidak sah dan 
sesuai prosedur. 
4) Jika masalah tersebut di atas terjadi dan para penumpangnya dapat 
mendarat disebabkan karena ketidaktahuan dari pejabat yang bertugas 
di pelabuhan tersebut, maka pejabat bea cukai yang bertindak sebagai 
pengganti pejabat pendaratan imigrasi di pelabuhan itu. 
Sebab masalah-masalah tersebut di atas dan juga kelemahan administrasi 
pemerintah indonesia sehingga sangat menguntungkan pihak-pihak tertentu untuk 
melakukan kejahatan imigrasi, maka sangatlah bijaksana dalam rangka 
menanggulangi kejahatan imigrasi diadakan kerjasama antara pejabat imigrasi dan 
bea cukai dengan penyidik umum serta instansi-instansi terkait sehingga 
masuknya orang asing melalui pelabuhan-pelabuhandapat lebih diperketat. 
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B.3. Pengawasan Ketat dalam Memberikan Kartu Penduduk 
Peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan kependudukan tidak jarang 
simpang siur dan sering kali tidak sinkronis. Para petugas yang menangani 
masalah tersebut (seperti pencatatan sipil, pejabat pemerintah daerah, petugas 
perhotelan dan sebagainya) belum menyadari adanya rangkaian tugas pengawasan 
orang asing. Hal ini menyebabkan mudahnya dokumen-dokumen tersebut 
didapatkan dengan jalan yang tidak sah. 
Seperti diketahui bahwa fasilitas penanaman modal asing dan penanaman 
modal dalam negeri, mengizinkan kepada penanaman modal untuk mendatangkan 
tenaga ahli asing pendatang untuk dipekerjakan dalam proyeknya. Fasilitas ini 
memberi kemungkinan besar untuk memasukkan kembali orang asing yang tidak 
diinginkan lagi kedatangannya di Indonesia. Oknum-oknum yang berperan di 
Indonesia berusaha mendapatkan kembali status menjadi penduduk Indonesia atau 
mendapat izin untuk menetap melalui undang-undang kependudukan dan 
seterusnya. Jalan telah terbuka lebar baginya untuk memperoleh kewarganegaraan 
Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang No.62 Tahun 1958.79 
Dalam usaha memperketat masuknya orang asing atau imigran illegal 
menjadi penduduk Indonesia, maka pemerintah telah mengambil suatu 
kebijaksanaan yaitu, Kartu Izin Masuk / Sementara hanya diberikan kepada tenaga 
ahli asing yang datang ke Indonesia dalam rangka bantuan teknik luar negeri 
beserta keluarganya yang didatangkan ke Indonesia dalam rangka penanaman 
modal asing. Di samping itu, Kartu Izin Masuk / Sementara juga dapat diberikan 
                                                        
79 ImanSantoso, 2005, “Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia”, Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi 
Departemen Hukum dan HAM RI, Hal. 25. 
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kepada mahasiswa / pelajar yang datang ke Indonesia dalam rangka pertukaran 
pelajar / mahasiswa, juga orang asing yang melakukan pekerjaan kerohanian dan 
orang asing yang melakukan penelitian ke Indonesia.80 
Sebab perihal di atas, maka Kartu Izin Masuk / Sementara diberikan dalam 
jangka waktu sesuai dengan visa tinggal sementara dan biasanya diperpanjang 
maximum satu tahun dan disesuaikan dengan izin kerja dari Departemen 
Keimigrasian. Yang sangat penting adalah Kartu Izin Masuk / Sementara 
sekarang sudah tidak dapat ditukarkan menjadi Kartu Izin Menetap karena Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sudah tertutup bagi orang asing yang ingin menjadi 
penduduk Indonesia atau menetap di Indonesia.81 
Masalah imigran timbul karena berbagai sebab yang bervariasi, mulai dari 
kemiskinan, tidak meratanya hasil pembangunan, sosial, ekonomi, bencana alam, 
konflik horizontal ataupun vertikal, ataupun rasialisme yang terjadi di negara asal 
imigran seperti, Afganistan, Irak, Iran dan banyak negara Afrika. Kondisi 
kehidupan yang demikian memberikan alasan dan rangsangan bagi terjadinya arus 
imigran. Hal-hal ini menyebabkan terjadinya eksodus ke negara-negara Eropa, 
Amerika, hingga Australia dan Selandia Baru, serta negara-negara tujuan 
potensial lainnya yang terbilang maju dan makmur serta memiliki propek hidup 
yang lebih baik.  
  
                                                        
80 Ibid, Hal. 26. 
81 http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/izin-tinggal-terbatas-itas. Diakses tanggal 
25 Desember 2013. 
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Negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah yang sebagian 
besar merupakan negara berkembang adalah salah satu sumber terbesar 
keberadaan imigran gelap. Masalah-masalah sosial, politik, maupun ekonomi dan 
keamanan telah memicu penduduk dan negara-negara tersebut berimigrasi 
mencari kehidupan yang lebih baik ke negara-negara maju. Beberapa negara yang 
strategis letak geografisnya seperti Malaysia, Singapura dan Indonesia juga telah 
menjelma menjadi tempat transit para imigran dalam perjalanannya menuju 
negara yang mereka tujuan. 
Sebagaimana negara-negara berkembang pada umumnya, situasi politik 
dan ekonomi yang belum stabil membuat negara-negara transit ini terkesan mudah 
dimasuki. Hal ini banyak dipengaruhi oleh fakta bahwa sistem penegakan hukum 
di negara ini terhitung lemah dan seringkali dapat ditolelir demi kepentingan-
kepentingan beberapa pihak, dan semakin diperburuk dengan lemahnya penjagaan 
di daerah-daerah perbatasan. 
B.4. Meningkatkan Kerjasama Bilateral Australia-Indonesia 
Migrasi tidak sah pada dasarnya bersifat transnasional. Hal tersebut 
terlihat melalui pendekatan “pipe concept”, yakni konsep yang melihat imigrasi 
ilegal sebagai rangkaian yang melibatkan setidaknya tiga aspek: Negara asal 
(origin country), negara transit (transit country) dan negara tujuan (potensial 
destination country).82 Dapat dikatakan bahwa semestinya masalah imigran tidak 
hanya menjadi masalah domestik suatu negara, melainkan menjadi permasalahan 
internasional. 
                                                        
82 Iman Santoso, 2004, “Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan 
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Kerjasama bilateral guna mencegah dan menanggulangi isu migrasi ilegal  
sebagai langkah yang dipandang simultan terhadap upaya penegakan hukum 
maupun sosialisasi terhadap kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal. Upaya 
penegakan hukum misalnya tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan aparat hukum 
terkait di negara-negara lain karena migrasi ilegal merupakan masalah lintas 
negara. Kerjasama bilateral dalam rangka penegakan hukum tersebut misalnya 
melalui berbagai kerjasama ekstradisi dengan negara-negara asal maupun negara-
negara yang menjadi transit bagi imigran gelap. Kerjasama ekstradisi terutama 
dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat upaya menjaring atau 
menindak orang maupun sindikat kejahatan Internasional yang terlibat dalam 
penyelundupan dan perdagangan gelap manusia. Upaya bilateral difokuskan pada 
negara-negara Asia Pasifik, Asia Selatan, Afrika serta Timur Tengah, yang 
berpotensi menjadi negara asal maupun negara transit bagi imigran gelap.83 
Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan kerjasama yang 
komprehensif antar negara yang berkaitan. Upaya-upaya yang dilakukan termasuk 
meningkatkan kerjasama bilateral, yang dilakukan dengan menandatangani 
perjanjian kerjasama Pembangunan Australia-Indonesia 2008-2013. Bentuk 
kerjasama lain adalah antara Polisi Federal Australia (PFA) dan Kepolisian  
Republik Indonesia (POLRI). Upaya selanjutnya berupa lebih meningkatkan 
intensitas dialog antar kedua negara, yang ditandai dengan semakin intensifnya 
kunjungan pejabat-pejabat setingkat menteri antar kedua negara. Upaya Australia 
                                                        
83 http://www.iradiofm.com/informatif/220-ekonomi-jakarta/2326-indonesia-australia-
meningkatkan-kerjasama-bilateral. Diakses tanggal 06 Februari 2014. 
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selanjutnya adalah dengan memberikan bantuan finansial kepada Indonesia 
melalui Ausaid.84 
Pertemuan tingkat tinggi antar menteri akan diselenggarakan dalam waktu 
dekat yang melibatkan bukan hanya Australia dan Indonesia tetapi juga negara-
negara yang selama ini masyarakatnya menjadi imigran gelap seperti Iran, 
Afghanistan dan Myanmar. Pertemuan tersebut juga akan mengikutsertakan 
delegasi dari negara-negara yang biasa menjadi transit imigran gelap seperti 
Thailand dan Malaysia. Indonesia dan Australia bersepakat dan memiliki 
pandangan yang sama, bahwa persoalan imigran gelap semua pihak harus 
bertanggung jawab dan melakukan tindakan konkret.85 
B.5. Mengintensifkan Dialog Bilateral 
Komunikasi bilateral antara Australia dan Indonesia sangat penting 
sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan imigran gelap. Berbagai kasus 
terkait imigran gelap memerlukan solusi bersama. Sebagai indikasi, pemerintah 
Australia melihat perlunya dialog interaktif dari kedua negara dalam menghadapi 
imigran gelap. Di antara materi yang menjadi proyek dalam kemitraan Australia 
Indonesia tersebut adalah menghadapi ancaman-ancaman kejahatan lintas batas, 
termasuk permasalahan imigran gelap dan penyelundupan imigran.86 
Australia sebagai negara tujuan dan Indonesia sebagai negara transit 
imigran gelap perlu mengadakan kerjasama lebih erat. Pada bulan Oktober 2009, 
                                                        
84 Mangandar Situmorang, 2010, “Hubungan Internasional”, Jurnal Ilmiah Hubungan 
Internasional Vol.5 No.2, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, Hal. 76. 
85http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130705_indonesia_australia_imigran_
gelap.shtml. Diakses pada tanggal 08 Juli 2013. 
86 Mar’iyah, Chusnul, op cit, Hal. 32. 
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P.M Australia, Rudd mengunjungi Indonesia untuk bertemu dengan Presiden 
SBY. Dalam kunjungan kali ini, P.M Rudd membahas cara-cara yang ditempuh 
untuk melawan masuknya hampir 2.000 pencari suaka ilegal yang mencoba 
masuk ke Australia sejak tahun 2008.87 Pertemuan ini dilakukan setelah tujuh 
orang warga negara Indonesia didakwa terkait penyelundupan manusia di 
Australia. 
Australia mencari bantuan dari Pemerintah Indonesia untuk mengurangi 
jumlah pengungsi yang tiba dengan perahu di perairan Australia secara ilegal. 
Kebanyakan imigran ilegal tersebut adalah warga negara Sri Lanka dan 
Afganistan. Para imigran ilegal diselundupkan melalui beberapa titik transit di 
Indonesia. P.M Australia, Julia Gillard menyatakan Australia akan bekerjasama 
dengan Indonesia dan lembaga penyelamatan untuk memperkuat komunikasi 
kapal di perairan perbatasan kedua negara. “Saya menyambut baik kerjasama 
yang kuat dengan Indonesia dalam menangani penyelundupan manusia, termasuk 
upaya penegakan hukum di Indonesia terkait dengan sindikat penyelundupan 
manusia”,88 kata Gillard kepada wartawan. Sementara itu Presiden SBY 
mengatakan, Ia bersama Gillard telah membahas pentingnya Bali Process, sebuah 
badan Asia-Pasifik untuk menangani aksi penyelundupan manusia dan 
perdagangan manusia. 
Menteri Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia Senator, Chris Evans 
dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Andi Mattalatta, mengumumkan 
                                                        
87http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=56&P=Bilat
eral&l=id. Diakses tanggal 1 Maret 2014. 
88http://nasional.kontan.co.id/news/atasi-imigran-ri-dan-australia-bergandengan/2012/07/04. 
Diakses tanggal 14 Desember 2012. 
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keberhasilan penerapan proyek komputerisasi peringatan lintas perbatasan utama 
(sistem CEKAL).89 “Sistem CEKAL adalah sistem Indonesia yang digunakan 
dipelabuhan-pelabuhan dan kantor-kantor di Indonesia dan juga di kedutaan dan 
konsulat di seluruh dunia untuk memeriksa nama-nama yang mengajukan 
permohonan visa atau izin masuk,” kata Senator Evans.  Senator Evans dalam 
siaran pers Kedubes Australia di Jakarta, mengatakan “Sistem CEKAL 
merupakan kemitraan antara Dinas Imigrasi Australia dan Indonesia merupakan 
contoh kerjasama erat antara kedua negara untuk meningkatkan keamanan 
perbatasan”. 
Menteri dari kedua negara mendukung upaya Australia untuk memperkuat 
tindakan perlindungan terhadap perbatasan. Upaya perlindungan terhadap 
perbatasan ditujukan untuk mencegah kedatangan perahu ilegal yang berusaha 
memasuki wilayah Australia. Kedua pejabat juga menegaskan kembali dalam 
pertemuan ini tentang prinsip saling menghormati dan mempercayai.90 
Kesepakatan lainnya adalah penyelundupan manusia merupakan tindak 
kejahatan dan merupakan ancaman terhadap keamanan nasional dan 
kesejahteraan. Kedua belah pihak sepakat untuk membangun hubungan bilateral 
yang lebih erat dan melakukan kerjasama regional. Menteri-menteri mengakui 
bahwa upaya-upaya pencegahan perlu dilakukan demi menurunkan tingkat 
                                                        
89 http://tekno.kompas.com/read/2008/08/06/1301267/australia-
indonesia.terap.sistem.cekal.terpusat. Diakses tanggal 14 Desember 2012. 
90 Ibid 
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kegiatan penyelundupan manusia. Para menteri juga menyambut baik kerjasama 
bilateral yang efektif antara penegak hukum dan aparat imigrasi di kedua negara.91 
Forum menteri Australia-Indonesia Kedelapan membahas juga mengenai 
Forum Regional Bali Process. Indonesia dan Australia menjadi ketua dalam forum 
Bali Process sebagai salah satu upaya penanggulangan masalah-masalah People 
Smuggling, Trafficking in person dan related transnational organized crimes di 
kawasan Asia Pasifik. Forum ini telah berjalan sejak Februari 2002, dan sampai 
saat ini telah melibatkan partisipasi lebih dari 50 negara serta berbagai badan 
internasional.92 
Kegiatan-kegiatan dalam kerangka Bali Process bersifat teknis, 
voluntary,dan non-binding dengan penekanan pada aspek capacity building. Bali 
Process memberikan kerangka yang sangat baik untuk memperkuat kerjasama 
dalam memerangi penyelundupan manusia.93 Kedua negara juga membahas 
mengenai latihan bersama dan berbagi pengalaman untuk mengidentifikasi korban 
penyelundupan manusia dan repatriasi para imigran ilegal. 
Tujuan dari Bali Process adalah untuk membangun pertukaran informasi 
dan data intelijen yang efektif, meningkatkan kerjasama antar aparat penegak 
hukum di kawasan untuk memerangi jaringan perdagangan dan penyelundupan 
manusia, meningkatkan kerjasama dalam sistem visa dan perbatasan untuk 
mendeteksi dan mencegah imigrasi illegal, meningkatkan kesadaran publik 
                                                        
91 http://www.foreignminister.gov.au/release/2006/joint_statement-aus-indo_forum_290606.html. 
Diakses tanggal 14 Desember 2012. 
92 http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=29&l=id. Diakses tanggal 15 Oktober 
2013. 
93 www.baliprocess.net. Diakses tanggal 15 Oktober 2013. 
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tentang penyelundupan manusia dan perdagangan orang, meningkatkan efektivitas 
pengembalian / pemulangan korban, kerjasama dalam identifikasi asal korban, 
menjadikan kriminalisasi kejahatan perdagangan dan penyelundupan manusia 
sebagai bagian dari legislasi nasional, penerapan upaya perlindungan dan bantuan 
bagi korban perdagangan manusia, dan meningkatkan perhatian terhadap upaya 
menangani akar permasalahan penyelundupan manusia dan perdagangan orang.94 
Pada 30 September hingga 01 Oktober 2013, pemerintahan Indonesia dan 
Australia melakukan penguatan hubungan bilateral di Bali yang salah satunya 
membahas masalah tentang imigran gelap. Kedua negara ini akan berusaha 
memberantas imigran gelap dengan cara melakukan penguatan pertahanan 
regional kedua negara tersebut.95 
Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari “Bali Process” tahun 2002. Ada 
beberapa poin tujuan pertemuan ini, yaitu:96 
1) The development of more effective information and intelligence 
sharing. (Pengembangan informasi yang lebih efektif dan kerjasama 
berbagi data intelegen) 
2) Improved cooperation among regional law enforcement agencies to 
deter and combat people smuggling and trafficking networks. 
(Peningkatan kerjasama diantara agen-agen penegakan hukum untuk 
mencegah dan mengatasi jaringan perdagangan dan penyelundupan 
manusia) 
                                                        
94 Ibid 
95 www.baliprocess.net. Diakses tanggal 15 Oktober 2013. 
96 http://www.unhcr.or.id/id/bali-process-id. Diakses tanggal 15 Oktober 2013. 
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3) Enhanced cooperation on border and visa systems to detect and 
prevent illegal movements. (Meningkatkan kerjasama sistem 
perbatasan dan visa untuk mendeteksi dan mencegah gerakan-gerakan 
illegal) 
4) Increased public awareness in order to discourage these activities and 
warn those susceptible. (Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 
menghindari kegiatan penyelundupan manusia dan memperingatkan 
mereka yang dicurigai) 
5) Enhanced effectiveness of return as a strategy to deter people 
smuggling and trafficking through conclusion of appropriate 
arrangements. (Meningkatkan efektivitas strategi pemulangan untuk 
mencegah dan mengatasi penyelundupan manusia melalui pengaturan 
pemulangan yang jitu) 
6) Cooperation in verifying the identity and nationality of illegal 
migrants and trafficking victims. (Kerjasama dalam memverifikasi 
identitas dan kewarganegaraan dari korban-korban perdagangan 
manusia yang illegal) 
7) The enactment of national legislation to criminalise people smuggling 
and trafficking in persons. (Pemberlakuan perundang-undangan 
nasional untuk menghukum para penyeludup dan pelaku perdagangan 
manusia) 
8) Provision of appropriate protection and assistance to the victims of 
trafficking, particularly women and children. (Penyediaan bantuan dan 
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perlindungan bagi korban perdagangan khususnya wanita dan anak-
anak) 
9) Enhanced focus on tackling the root causes of illegal migration, 
including by increasing opportunities for legal migration between 
states. (Mempertajam fokus pada penanganan akar penyebab 
terjadinya migrasi illegal termasuk dengan memperbesar kesempatan 
bagi migrasi yang sah antar negara) 
10) Assisting countries to adopt best practices in asylum management, in 
accordance with the principles of the Refugees Convention.(Membantu 
masing-masing negara untuk menyerapkan praktek penanganan 
pencari suaka yang terbaik sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi 
pengungsi) 
11) Advancing the implementation of an inclusive non-binding regional 
cooperation framework under which interested parties can cooperate 
more effectively to reduce irregular movement through the region. 
(Memajukan implementasi konsep kerjasama tak terikat dimana 
masing-masing pihak dapat saling membantu secara efektif untuk 
mengurangi gerakan penyelundupan manusia diseluruh wilayah 
negeri) 
Dalam perkembangannya, negara-negara anggota Bali Process sepakat 
untuk melanjutkan kerjasama melalui suatu Regional Coorperation Framework 
(RCF) yang pada tingkat operasional dilakukan dengan mendirikan suatu 
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Regional Support Office (RSO) di Bangkok, Thailand untuk melaksanakan 
langkah-langkah praktis dari Regional Cooperation Framework.97 
Pada tanggal 11-12 November 2008, Forum Menteri Australia-Indonesia 
Kesembilan dilaksanakan di Canberra, Australia. Pada forum ini dilakukan 
pertemuan pejabat keamanan senior di bawah Traktat Lombok yang berlaku sejak 
bulan Februari 2008.98 Kerjasama kedua negara memberikan hasil yang semakin 
baik, terutama dalam hal memerangi ancaman keamanan bersama. Ancaman 
keamanan bersama yang dibahas dalam pertemuan ini diantaranya ancaman 
terkait usaha penyelundupan imigran. 
Para menteri membahas kepentingan bersama dalam menghadapi 
tantangan regional dan global, termasuk kejahatan lintas batas dan keamanan 
manusia. Melalui operasi bersama, pemerintah Indonesia berhasil mencegah 
aktivitas kriminal lintas batas dan penyelundupan manusia. Dalam forum dibahas 
juga mengenai upaya penegakan hukum yang dimulai pada bulan Juli 2008, yang 
difokuskan pada penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan lintas batas.99 
Kerjasama antara Australia dan Indonesia dalam menghadapi ancaman 
imigrasi ilegal dan penyelundupan imigran berhasil dengan baik yang ditunjukkan 
dengan penurunan kedatangan imigran ilegal. Forum yang dilaksanakan di 
Canberra memberikan ruang bagi pemerintah Australia untuk membantu 
Indonesia dalam memproses kejahatan penyelundupan imigran gelap dengan 
                                                        
97 http://www.foreignminister.gov.au/release/2008/fa-s165_08.html. Diakses tanggal 15 Desember 
2012. 
98 Ibid 
99 Ibid 
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hukum yang berlaku. Pembahasan mengenai kerjasama yang dilakukan oleh 
Australia dan Indonesia merupakan langkah nyata diplomasi bilateral. 
Biaya keseluruhan proyek komputerisasi peringatan lintas perbatasan 
utama (sistem CEKAL) sekitar 10 juta dollar Australia. Tambahan dana 2,4 juta 
dollar Australia telah dialokasikan pada 2008-2009 untuk memberikan dukungan 
dan perawatan proyek tersebut hingga 2010.100 Langkah-langkah lain yang 
dilakukan untuk meningkatkan kerjasama kawasan tentang keamanan perbatasan 
juga masuk dalam agenda penting selama pertemuan para menteri, yang juga 
melibatkan Menteri Dalam Negeri Australia Bob Debus dan pejabat senior 
Pemerintah Australia. “Indonesia merupakan mitra kunci Australia dan 
pemerintah bertekat untuk menggalang hubungan kerja yang erat dan praktis,” 
kata Senator Evans. Ia juga mengatakan mengatakan bahwa, “Kedua pihak juga 
mencari cara pertukaran informasi lebih efektif antar kedua negara dan dengan 
negara-negara lain di kawasan tentang masalah dan kecenderungan imigrasi yang 
akan membantu mencegah penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan 
kejahatan lintas-batas lainnya”.101 
Selain itu, akan dilakukan juga peningkatan manajemen informasi yang 
berguna untuk membantu dalam mengenali dan mengembangkan peluang-peluang 
penyidikan terhadap berbagai jenis kejahatan lintas negara. Strategi yang 
digunakan adalah pengembangan dan peningkatan kemampuan melalui pertukaran 
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informasi intelijen yang berkaitan dengan berbagai jenis kejahatan lintas negara 
berdasarkan hukum tiap yurisdiksi.102 
B.6. Memberikan Bantuan Finansial melalui AusAID 
Australia dan Indonesia merupakan mitra dalam pembangunan selama 
bertahun-tahun. Hubungan yang kuat dengan Indonesia sudah dijalin Australia 
sejak tahun 1950. Melalui Australian Agency for International Aid atau AusAID, 
pemerintah Australia berkomitmen untuk memberikan bantuan untuk Indonesia. 
Indonesia merupakan negara penerima donor internasional terbesar dari 
Australia.103 Australia memfokuskan pada penguatan perekonomian, 
pembangunan lembaga-lembaga demokrasi, peningkatan stabilitas dan keamanan, 
dan peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama di Indonesia Bagian Timur 
yang lebih miskin. 
Sejak 1 Mei 2006, program bantuan bilateral Australia ke Indonesia 
ditetapkan namanya menjadi Kemitraan Australia-Indonesia atau Australia-
Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Program pemerintah Australia ini 
termasuk bantuan finansial sebanyak AUD 2.000.000.000 selama lima tahun. 
AIPJ mencerminkan kepentingan nasional Australia di Indonesia.104 Kepentingan 
tersebut ialah menjaga kestabilan dan kesejahteraan di Indonesia dengan 
membantu meningkatkan tata pemerintahan dalam mengurangi kemiskinan dan 
mencapai pembangunan yang berkelanjutan. 
                                                        
102 http://www.google.com/dialog+bilateral+australia-indonesia&oq=dialog+bilateral+australia-
indonesia. Diakses tanggal 15 Desember 2012. 
103 http://www.indo.ausaid.gov.au/. Diakses tanggal 16 November 2012. 
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Pemerintah Australia melalui AusAID juga memberikan bantuan finansial, 
untuk memerangi penyelundupan manusia serta imigrasi ilegal.105 Dalam proses 
menghadapi imigrasi ilegal termasuk penyelundupan manusia, pemerintah 
Australia juga menyediakan dana lebih dari AUD 654.000.000.106 Pemerintah 
Australia juga menyediakan sekitar AUD 21.000.000 selama lima tahun terhitung 
sejak tahun 2006 untuk membantu memerangi penyelundupan manusia di Asia, 
terutama di Indonesia.107 Menurut pemerintah Australia, inisiatif tersebut dapat 
membantu sistem peradilan pidana di wilayah Asia Pasifik. Pemerintah Australia 
juga berharap terjadi peningkatan kemampuan negara-negara di Asia Pasifik 
dalam menanggulangi penyelundupan manusia. 
Pada bulan Agustus 2007, Australia mengajak Indonesia untuk bergabung 
dalam inisiatif Asia Regional Trafficking in People (ARTIP). ARTIP merupakan 
program bantuan pemerintah Australia yang dikoordinasikan oleh AusAID. 
ARTIP merupakan inisiatif senilai AUD 21.000.000 yang bertujuan untuk 
menghentikan penyelundupan manusia di Asia Pasifik termasuk di Indonesia.108 
Hal tersebut menunjukkan kemampuan diplomasi Australia dalam mengajak 
Indonesia melawan kejahatan lintas batas dan memberikan kontribusi positif bagi 
kawasan Asia Pasifik.  
Dengan bergabungnya Indonesia dalam inisiatif ini, Indonesia menerima 
bantuan dari ARTIP untuk mengadili para kriminal yang mendukung atau 
                                                        
105 http://www.indo.ausaid.gov.au/aboutausaid.html. Diakses tanggal 16 November 2012. 
106 Ibid. 
107 http://www.businesses.com.au/people-smugglers-from-indonesia-bring-more-illegal-
immigrants. Diakses tanggal 16 November 2012. 
108 AusAID, Australian Government, Australia Increases Commitment to Combating People 
Trafficking in Asia. http://ausaid.gov.au/media. Diakses tanggal 16 November 2012. 
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melakukan penyelundupan manusia. Bantuan yang diterima Indonesia dikelola 
melalui kantor regional di Bangkok.109 Bantuan juga memberikan dampak positif 
bagi serangkaian kemitraan teknis personil hukum di Indonesia. Indonesia juga 
mendapatkan keuntungan dengan penguatan sistem peradilan pidana, peningkatan 
undang-undang dan peningkatan kapasitas lembaga peradilan untuk memberantas 
dan mencegah kejahatan lintas batas. Australia mengambil posisi yang kuat dalam 
melawan kejahatan lintas batas, termasuk imigrasi ilegal dan penyelundupan 
manusia ke wilayah Australia. 
Upaya-upaya diplomasi pemerintah Australia terhadap Indonesia dalam 
menghadapi imigrasi ilegal dan penyelundupan imigran gelap termasuk 
meningkatkan kerjasama bilateral, mengintensifkan dialog bilateral dan 
memberikan bantuan finansial dapat dikatakan berhasil. Australia memiliki 
kepentingan terhadap Indonesia sebagai mitra dalam menghadapi dan 
menyelesaikan isu imigrasi ilegal dan penyelundupan imigran. Upaya-upaya 
diplomasi Australia terhadap Indonesia dilakukan secara terpadu sebelum, sedang, 
atau sesudah para imigran melakukan imigrasi ilegal. 
Dengan kondisi seperti dipaparkan sebelumnya, tak heran jika masalah 
imigran ilegal menjadi salah satu masalah ‘langganan’ pemerintah Indonesia. 
Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia (Ditjenim), bekerjasama dengan 
International Organization for Migration (IOM) dan United Nations High 
Commisioner for Refugee (UNHCR), dengan dukungan Angkatan Laut Republik 
Indonesia (AL) dan Australian Federal Police (AFP), berupaya keras menangani 
                                                        
109 http://ausaid .gov.au/media. Diakses tanggal 16 November 2012. 
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masalah ini mulai dari proses penangkapan, verifikasi, perlindungan, 
pendeportasian, hingga penempatan bagi yang dinyatakan layak. 
Dari berbagai upaya yang dilakukan Indonesia baik secara nasional 
maupun bilateral dengan Australia, memberikan dampak yang tidak terlalu besar, 
karena kerjasama tersebut sedikit terganggu dengan adanya kasus penyadapan 
telekomunikasi yang dilakukan intelegent Australia terhadap pemimpin Indonesia 
serta beberapa menteri lainnya. Sehingga Indonesia tidak lagi bisa percaya 
terhadap Australia, dan Indonesia sempat menghentikan beberapa kerjasama 
dengan Australia. 
Bagi pemerintah, keberadaan imigran gelap memunculkan dilema. Di satu 
sisi, pemerintah harus memfasilitasi keberadaan mereka, bahkan tak dapat 
membiarkan imigran gelap telantar atau tak terurus ketika mereka mengalami 
musibah. Ini karena, dari sisi kemanusiaan, pemerintah akan disalahkan secara 
internasional jika mereka abai. 
Di sisi lain, jika bantuan diberikan untuk mengurus imigran gelap, akan 
berdampak pada anggaran negara. Bahkan, perlakuan pemerintah jadi sumber 
kecemburuan bagi warga. Pemerintah seolah memberikan perhatian lebih kepada 
imigran gelap karena khawatir mendapat kritik internasional daripada warganya 
sendiri. Padahal, masih banyak warga miskin di Indonesia atau TKI yang 
bermasalah di luar negeri yang harus diurus. 
Ini masih ditambah lagi beban yang diakibatkan oleh kebijakan Australia, 
yang menjadikan Indonesia ”benteng” pencegahan bagi banjirnya imigran gelap. 
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Dari berbagai bantuan Australia ke Indonesia, salah satunya ditujukan agar 
Indonesia dapat memastikan imigran gelap tertahan di Indonesia. Salah satunya 
dijerat dengan ketentuan keimigrasian. Dengan demikian, imigran gelap akan 
tetap berada di Indonesia dan pada gilirannya dideportasi ke negara asalnya110. 
Australia punya kepentingan saat UU Keimigrasian Indonesia 
dipersiapkan. Mereka perlu pasal yang mengkriminalkan perbuatan 
penyelundupan manusia. Pasal ini penting agar Indonesia dapat memberikan 
sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam mafia penyelundupan manusia. 
Pasal ini juga dapat dimanfaatkan untuk membuat jera nelayan Indonesia yang 
kapalnya digunakan imigran gelap. Tambahan beban juga dikontribusikan 
Malaysia yang memiliki perjanjian untuk membebaskan permohonan visa bagi 
warga sejumlah negara Timur Tengah. Atas dasar ini, imigran gelap masuk lebih 
dahulu lewat Malaysia sebelum masuk Indonesia lewat jalur tikus, darat maupun 
laut, dan akhirnya ke Australia. 
Menghadapi fenomena ini, pemerintah harus memiliki kebijakan 
komprehensif. Selain memperketat masuknya warga negara asing secara ilegal, 
patroli di wilayah laut juga harus diintensifkan dengan menambah kapal patroli. 
Pemerintah, melalui perwakilannya, juga harus menyosialisasikan ke masyarakat 
dari negara asal imigran gelap bahwa Indonesia akan memberikan sanksi berat 
bagi imigran gelap. Pemerintah juga bisa meminta perwakilan negara asal imigran 
untuk turut bertanggung jawab ketika terjadi musibah. 
                                                        
110  http://regional.kompas.com/read/2011/12/23/02491052/Dilema.Imigran.Gelap . Diakses pada 
tanggal 01 juni 2014 
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Pemerintah perlu pula meninjau ulang kehadiran UNHCR di Indonesia. 
Jika dirasa hanya jadi beban, kehadiran UNHCR perlu diakhiri. Hal lain, meminta 
perhatian Pemerintah Australia dan Malaysia agar turut membantu Indonesia 
menghadapi masalah imigran gelap. Australia yang mendapat manfaat dari 
Indonesia perlu ikut berkontribusi secara finansial terhadap biaya pengurusan 
imigran gelap. Kita juga dapat meminta Malaysia meninjau kebijakannya 
memberikan bebas visa bagi warga dari negara asal imigran gelap. 
Selain agar Indonesia tak dijadikan surga transit imigran gelap, kebijakan 
komprehensif juga dimaksudkan untuk memastikan Indonesia tidak dijadikan 
tujuan akhir imigran gelap. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mendatang bukan 
tak mungkin menjadi daya tarik imigran gelap. 
Sasaran yang diinginkan dari penyelenggaraan program Australian-
Indonesian Partnership for Justice (AIPJ) adalah: 111 
1) Perbaikan sistem peradilan dalam memberikan pelayanan penyelesaian 
sengketa; 
2) Perbaikan sistem-sistem dan kapasitas teknis di dalam badan-badan 
penuntutan untuk memproses kasus korupsi;  
3) Meningkatnya akses publik terhadap informasi hukum terutama terkait 
dengan HAM dan anti korupsi;  
4) Perbaikan dialog kebijakan antara masyarakat sipil, pemerintah 
Indonesia dan DPR terkait RUU tentang Bantuan Hukum;  
                                                        
111 http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/153-pertemuan-persiapan-kerjasama-
dengan-australia-indonesia-partnership-for-justice-aipj.html. Diakses pada tanggal 01 Juni 2014 
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5) Meningkatnya kapasitas dari organisasi masyarakat sipil, tim 
pembaruan dan komisi nasional melalui upaya penilitian diagnostic 
dan pengawasan berkelanjutan;  
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sendiri mengusulkan 
beberapa kegiatan yang diharapkan dapat diselenggarakan kerjasama dalam 
pelaksanaannya antara lain: 
1) Kegiatan sistem informasi peraturan perundang-undangan, sehingga 
diharapkan akses masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan 
tingkat pusat dan tingkat daerah dapat dengan mudah dan cepat 
didapat;  
2) Forum konsultasi atau dialog dengan biro-biro hukum kementerian / 
lembaga pemerintah non kementerian berkaitan dengan pengundangan 
peraturan perundang-undangan ke dalam Berita Negara. Melalui 
kegiatan ini diharapkan akan terwujud peningkatan kesadaran 
kementerian / lembaga pemerintah non kementerian untuk 
mengundangkan peraturan perundang-undangannya, hal ini merupakan 
kewajiban pemerintah agar peraturan perundang-undangan yang dibuat 
oleh semua kementerian atau lembaga negara dapat diketahui oleh 
masyarakat;  
3) Fasilitasi rancangan peraturan daerah dalam rangka terselenggaranya 
harmonisasi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-
undangan lain;  
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4) Advokasi dan fasilitasi penyusunan RUU tentang Bantuan Hukum. 
Advokasi ini dilakukan dalam berbagai macam bentuk baik fokus 
group discussion (FGD), penyediaan tenaga ahli, sampai RUU tersebut 
disahkan menjadi Undang-Undang;  
5) Peningkatan pengetahuan tenaga perancang di bidang substansi 
hukum, hal ini sangat penting mengingat tenaga perancang selalu 
dilibatkan dalam setiap tahap penyusunan peraturan perundang-
undangan; dan 
6) Pelatihan litigator bagi pegawai yang ada di Direktorat Litigasi 
Peraturan Perundang-undangan guna menunjang pelaksanaan beracara 
di Mahkamah Konstitusi. 
The Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) is a three-year 
AU$28 million initiative of the Australian Government aimed at increasing access 
to justice for poor and marginalised groups in Indonesia (Kemitraan Australia-
Indonesia dalam bidang Keadilan (AIPJ) merupakan inisiatif Pemerintah Australia 
dalam bentuk bantuan sebesar AU$28 juta selama 3 tahun. Bantuan ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan akses keadilan bagi penduduk miskin dan 
kelompok-kelompok marginal di Indonesia). 
The program will achieve five outcomes (Program ini bertujuan untuk 
menghasilkan 5 hal):112 
1) Improved judicial dispute resolution systems for marginalised groups 
(including the poor, women and people living with disability). 
                                                        
112 http://www.cardno.com/en-us/projects/Pages/Projects-
Australia_Indonesia_Partnership_for_Justice.aspx. Diakses pada tanggal 01 Juni 2014. 
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(Meningkatkan sistem resolusi bagi perselisihan keadilan bagi 
kelompok-kelompok marginal, termasuk masyarakat miskin, para 
wanita dan penduduk penyandang cacat). 
2) Prosecutorial agencies are better able to process corruption cases. 
(Agen pelaksana hukum lebih mampu menyelesaikan kasus-kasus 
korupsi). 
3) Increased public access to and use of legal information, particularly 
relating to human rights (including women’s rights) and anti-
corruption. (Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh 
informasi, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, 
termasuk hak asasi wanita, dan anti korupsi). 
4) Improved framework and delivery of a legal aid system. 
(Meningkatkan kerangka dan sistem penerapan bantuan hukum). 
5) Increased capacity of civil society organisations and national 
commissions to support Indonesian law and justice sector reform 
efforts. (Meningkatkan kapasitas organisasi sosial masyarakat dan 
komisi nasional untuk mendukung Indonesia dalam usaha reformasi 
sektor hukum dan peradilan). 
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B.7. Upaya Indonesia dalam Menanggulangi Kasus Imigran yang 
melalui Kawasan Indonesia 
 Upaya koordinasi Indonesia untuk penanganan people smuggling, antara 
lain dengan melibatkan:113 
a. Kepolisian Republik Indonesia (termasuk Polair) dan TNI 
Penanganan kasus people smuggling di Kepolisian RI dilakukan oleh 
Reserse Kriminal Umum, yang berada pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) 
terdekat, Kepolisian Daerah (Polda) atau Markas Besar (Mabes) Polri. Aparat 
kepolisian yang menemukan indikasi atau mendapat laporan mengenai indikasi 
tindak kejahatan people smuggling akan melimpahkannya kepada Reserse 
Kriminal Umum untuk mendapatkan tindak lanjut. Penanganan kasus people 
smuggling di tingkat daerah melibatkan suatu Satuan Tugas Daerah (Satgasda) 
People Smuggling, yang terdiri atas Kepolisian Daerah (Reskrim Umum, Intelijen 
dan Polair) dan Imigrasi. Satgasda tersebut bekerja berdasarkan suatu Prosedur 
Tetap (Protap).114 
Ketika pertama kali ditemukan indikasi tindak pidana penyelundupan 
manusia, maka selain Polri dan Imigrasi, pihak-pihak lain yang menemukan agar 
segera melaporkannya ke Polri dan Imigrasi untuk penanganan keadaan 
dimaksud. Laporan dimaksud, serta ketika Polri dan Imigrasi menemukan tindak 
pidana penyelundupan manusia, ditindak lanjuti dengan mengamankan imigran 
                                                        
113 Ibid. 
114 International Organization for Migration (IOM), 2012, “Petunjuk Penanganan Tindak Pidana 
Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penyelidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia 
tahun 2012”, Jakarta, International Organization for Migration (IOM), Hal.165. 
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yang diselundupkan beserta barang bukti dan TKP-nya. Mengingat pula sebagian 
besar kasus people smuggling menggunakan jalur laut, Satuan Polair dan/atau TNI 
AL melakukan intersepsi terhadap kapal yang dicurigai terindikasi people 
smuggling.115 Kemudian, untuk penanganan imigran yang ditemukan, petugas di 
lapangan agar menghubungi Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). 
Jika indikasi ditemukan di laut dan ditangani terlebih dahulu oleh petugas 
kapal patrol Polairud, maka akan dilimpahkan ke imigrasi serta Reskrim Umum 
Kepolisian setibanya di darat untuk koordinasi penanganan selanjutnya.Aparat 
kepolisian, selanjutnya, dapat mengidentifikasi indikasi keterlibatan dalam kasus 
dimaksud menjadi 2 (dua) kategori, yaitu sebagai pelaku dan orang yang 
diselundupkan. Aparat kepolisian menginformasikan keberadaan orang-orang 
dimaksud kepada pihak imigrasi untuk melakukan pemeriksaan awal serta 
memastikan status hukumnya di Indonesia. Terutama jika terdapat pencari suaka 
dan pengungsi, aparat akan memisahkan pelaku/orang yang diselundupkan yang 
warga negara Indonesia serta warga negara asing.116 
Ketika diantara mereka terdapat orang-orang yang mengaku sebagai 
pencari suaka atau pengungsi, maka aparat Kepolisian bersama dengan Imigrasi 
mengidentifikasi / meregistrasi orang-orang dimaksud beserta status hukumnya, 
terutama dari sisi keimigrasian, dan apakah mereka telah memegang kartu 
pengungsi (attestation letter) ataukah belum. Jika sudah, di negara mana kartu 
pengungsi tersebut dikeluarkan. 
                                                        
115 http://manshurzikri.wordpress.com/2011/01/05/permasalahan-imigran-gelap-dan-people-
smuggling-dan-usaha-usaha-serta-rekomendasi-kebijakan-dalam-menanggulanginya/. Diakses 
tanggal 06 Februari 2014. 
116 Ibid 
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Aparat kepolisian memisahkan mereka yang diduga sebagai tersangka 
pelaku dan mereka sebagai orang yang diselundupkan serta memberikan kepada 
mereka hak-hak mereka, seperti untuk memberitahukan perwakilan negara mereka 
di Indonesia sekiranya mereka adalah warga negara asing. Untuk mereka yang 
mengaku sebagai pencari suaka dan pengungsi, pemberitahuan seperti ini harus 
dengan persetujuan imigran illegal dimaksud. Orang-orang yang diselundupkan 
kemudian diserahkan kepada pihak imigrasi untuk proses selanjutnya.117 
Jika terdapat imigran ilegal yang meninggal dunia dan identifikasinya 
jelas, maka pihak kepolisian dan imigrasi akan melaporkannya kepada 
Kementrian Luar Negeri untuk diteruskan kepada perwakilan negara asing terkait 
dalam rangka pemulangan jenazahnya. Karena people smuggling merupakan suatu 
bentuk kejahatan transnasional, tidak jarang para pelakunya berbasis di luar 
negeri, atau melarikan diri ke luar negeri. Dalam hal ini, kepolisian melalui NCB 
Interpol akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum negara setempat dengan 
difasilitasi oleh Perwakilan RI di negara tersebut. 
Ketika terdapat temuan tindak pidana lain bersama dengan tindak pidana 
penyelundupan manusia, maka penanganan tindak pidana lain akan dipimpin oleh 
kepolisian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak menutupi 
kemungkinan keterlibatan instansi lain terkait secara kasuistis. 
 
 
                                                        
117 http://www.deplu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-
PersBriefingLike.aspx?l=..&ItemId=7645a00a-8f69-426d-9921-6598c7361466. Diakses tanggal 
06 Februari 2014. 
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b. Imigrasi 
Pihak imigrasi dapat pula menemukan indikasi terjadinya people 
smuggling dan bersama dengan aparat kepolisian sesuai Pasal 107 UU Nomor 
6/2011 melakukan pemeriksaan awal serta memastikan status hukum mereka yang 
terlibat di dalamnya, baik sebagai pelaku maupun orang yang diselundupkan.118 
Para pencari suaka dan pengungsi akan ditempatkan di Rumah Detensi 
Imigrasi (Rudenim) sementara menunggu proses dari UNHCR. Sedangkan bagi 
yang bukan, khususnya para pelaku akan ditahan oleh kepolisian dan orang yang 
diselundupkan akan ditempatkan di Rudenim. 
Pihak Rudenim melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat untuk 
melakukan pengamanan di Rudenim dan menyesuaikan jumlah satuan petugas 
pengaman di Rudenim dimaksud. Aparat Kepolisian dan Imigrasi 
menginformasikan lebih lanjut kepada Kementerian Luar Negeri mengenai 
tertangkapnya para imigran gelap yang terindikasi people smuggling jika terdapat 
keterlibatan warga asing didalamnya, baik sebagai pelaku maupun orang yang 
diselundupkan, dan mengaku sebagai pencari suaka atau pengungsi. Informasi ini 
akan diteruskan ke perwakilan asing di Indonesia (kecuali untuk pencari suaka 
dan pengungsi harus dengan persetujuan yang bersangkutan) agar dapat 
ditindaklanjuti oleh perwakilan tersebut. 
Jika terdapat imigran illegal yang meninggal dunia dan identifikasinya 
jelas, maka pihak Kepolisian dan Imigrasi akan menginformasikan kepada 
                                                        
118 International Organization for Migration (IOM), op cit, Hal.166. 
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Kementerian Luar Negeri untuk diteruskan kepada perwakilan negara asing terkait 
pemulangan jenazahnya. 
c.  Kementerian Luar Negeri 
Kementerian Luar Negeri, Direktorat Regional, Direktorat HAM dan 
Kemanusiaan, maupun Direktorat Konsuler, setelah menerima informasi dari 
Kepolisian RI atau Imigrasi bahwa terdapat warga negara asing yang tertangkap 
atas indikasi people smuggling, baik sebagai pelaku maupun orang yang 
diselundupkan, akan mengirimkan mandatory consular notification (MCN) 
kepada perwakilan negara asing terkait untuk memberitahukan kepada mereka 
secara resmi mengenai keberadaan warga negara mereka dan kasus yang 
ditimpakan kepada mereka.119 Khusus ketika mereka mengaku sebagai pencari 
suaka dan pengungsi, pemberitahuan ini harus dengan persetujuan imigran ilegal 
yang bersangkutan, terutama jika mereka menginginkan voluntary repatriation. 
Ketika terdapat pengungsi dan pencari suaka dalam kasus people 
smuggling yang membutuhkan arahan kebijakan, Kementerian Luar Negeri, 
Direktorat HAM dan Kemanusiaan akan berkoordinasi dengan Kemenko 
Polhukam untuk mengambil kebijakan lebih lanjut.120 
Kementerian Luar Negeri, Direktorat Regional, Direktorat HAM dan 
Kemanusiaan, maupun Direktorat Konsuler, ketika menerima laporan bahwa 
terdapat imigran ilegal yang meninggal dunia dan dapat diidentifikasi 
                                                        
119 http://www.kemlu.go.id/Pages/NewsKemlu.aspx?IDP=419&l=id. Diakses tanggal 07 Maret 
2014. 
120 Ibid 
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kewarganegaraanya, meneruskan informasi dimaksud kepada perwakilan Negara 
Asing terkait untuk pemulangan jenazahnya. 
d. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri 
Perwakilan RI di Luar Negeri atas permintaan instansi terkait di dalam 
negeri seperti Kepolisian atau Dirjen Imigrasi, dapat mengajukan permohonan 
kerjasama penyelidikan kasus people smuggling kepada instansi terkait setempat 
melalui kementerian luar negeri setempat, serta memfasilitasi proses tersebut 
sekiranya kerjasama berlangsung.121 
Sedangkan untuk meminta seseorang yang berada di wilayah negara lain 
untuk menjadi saksi, meminta negara lain untuk melakukan kerjasama pada tahap 
penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, di pengadilan hingga pelaksanaan putusan 
pengadilan, pihak kepolisian membuat permintaan untuk Mutual Legal Assistance 
(MLA) melalui Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal 
Administrasi Hukum Umum. Permintaan untuk MLA ini menjelaskan maksud 
Pemerintah Indonesia meminta kerjasama itu dilakukan. MLA kemudian 
diteruskan kepada perwakilan RI di negara untuk disampaikan kepada otoritas 
pusat setempat. Aturan terkait hal ini dapat dilihat di UU No.1/2006 tentang 
Bantuan Hukum Timbal Balik serta UU No.15/2008 tentang Pengesahan Treaty 
on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan 
Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).122 Komunikasi dalam kerjasama MLA 
dapat dilakukan, baik melalui jalur diplomatik maupun melalui jalur otoritas 
                                                        
121 International Organization for Migration (IOM), op cit, Hal. 171. 
122 http://www.kemlu.go.id/Pages/NewsKemlu.aspx?IDP=419&l=id. Diakses tanggal 07 Maret 
2014. 
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pusat. Juga terdapat negara yang melakukan kerjasama MLA hanya melalui jalur 
diplomatik, seperti Malaysia. 
Walaupun Indonesia sudah mempunyai payung kerjasama MLA, namun 
belum semua negara mempunyai kerjasama dengan Indonesia. Dalam kasus lain, 
apabila belum terdapat MLA, surat permintaan dapat dikirimkan oleh Perwakilan 
RI kepada Kementerian Luar Negeri setempat untuk ditindaklanjuti atau 
diteruskan ke individu terkait. Namun demikian, permintaan semacam ini kurang 
atau bahkan tidak mempunyai kekuatan hukum dan individu terkait dapat 
menolak untuk memberikan keterangan. Tindak lanjut atas permintaan tersebut 
dapat juga berupa ijin untuk menghubungi individu terkait dimaksud untuk 
ditindaklanjuti oleh Perwakilan RI. 
Perwakilan RI di Luar Negeri dapat melegalisasi bahwa suatu dokumen 
sesuai dengan dokumen aslinya, namun tidak bertanggung jawab atas isi dari 
dokumen dimaksud. Suatu bukti atas tindak kejahatan seseorang, misalnya, dapat 
dimintakan legalisasinya kepada Perwakilan RI di Luar Negeri agar dapat 
dijadikan alat bukti di dalam negeri, namun Perwakilan RI tidak dapat diminta 
bertanggung jawab atas apa yang menjadi isi dari dokumen dimaksud. 
Ketika ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam tindak 
kejahatan (termasuk people smuggling) dan ditahan oleh aparat setempat, maka 
Perwakilan RI di Luar Negeri akan memberikan pendampingan dan bantuan 
kekonsuleran lainnya seperti penyediaan pengacara dan penerjemah. 
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B.8. Kerjasama Indonesia dengan Organisasi Internasional dalam 
Menanggulangi Kasus Imigran Gelap 
a. UNHCR di Indonesia  
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) merupakan 
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Urusan Pengungsi memiliki 
mandat menyediakan perlindungan internasional dan memfasilitasi para pencari 
suaka dan pengungsi, serta untuk menemukan solusi berkelanjutan untuk 
pengungsi. Upaya ini dicapai dengan memastikan dipenuhinya hak asasi para 
pencari suaka dan pengungsi melalui penyediaan bantuan kemanusiaan dalam 
kondisi-kondisi tertentu, dan dengan memastikan bahwa para pencari suaka dan 
pengungsi dilindungi dari upaya pengembalian secara tidak suka rela ke sebuah 
negara dimana mereka dapat mengalami persekusi. Di Indonesia, UNHCR 
bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan IOM (Organisasi Internasional 
untuk Migrasi) dalam menjalankan mandatnya.123 
Walaupun belum menjadi pihak penandatanganan Konvensi 1951 
mengenai Status Pengungsi, Indonesia telah memulai sebuah contoh di kawasan 
dengan menunjukan toleransi berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan 
perlakuan terhadap pencari suaka dan pengungsi. Sehubungan dengan tidak 
adanya kerangka hukum dan pengaturan administratif, serta dengan maksud untuk 
memastikan akses yang adil dan efisien untuk prosedur suaka bagi mereka yang 
tiba di Indonesia, UNHCR melakukan pendaftaran dan penentuan status 
                                                        
123 Wagiman, “Hukum Pengungsi Internasional”, 2012, Jakarta, Sinar Grafika, Hal.188. 
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pengungsi. Proses-proses ini memerlukan koordinasi yang erat dengan Pemerintah 
Indonesia dan IOM.  
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-
1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal, pencari suaka 
yang memiliki surat keterangan dari UNHCR dan seseorang yang telah 
mendapatkan status sebagai pengungsi, tidak akan dipermasalahkan izin 
tinggalnya dan akan dilindungi dari refoulement (pemulangan kembali ke negara 
dimana mereka memiliki ketakutan akan persekusi) selagi menunggu 
diperolehnya solusi berkelanjutan atas dirinya. Prinsip untuk tidak melakukan 
pemulangan kembali ke negara di  mana mereka memiliki ketakutan akan 
persekusi (non-refoulement) juga diakui sebagai salah satu prinsip dalam hukum 
kebiasaan internasional.124 Dengan demikian, Indonesia juga terkait dengan 
prinsip tersebut walaupun belum menjadi pihak penandatanganan dari Konvensi 
1951 mengenai Status Pengungsi. 
Ketika seseorang telah diakui statusnya sebagai seorang pengungsi, 
UNHCR melihat tiga pilihan kemungkinan untuk solusi berkelanjutan: (i) 
Pemulangan secara suka rela (bekerjasama dengan IOM), (ii) Integrasi lokal, dan 
(iii) Penempatan ke negara ketiga. Pemulangan secara suka rela tetap menjadi 
pilihan solusi utama, selama hal itu dilakukan dalam kondisi yang aman dan 
bermartabat, dan bahkan dalam lima bulan pertama tahun 2012.125 
                                                        
124 www.madiun.imigrasi.go.id/peraturan/download/3a5468532e4da9d9803514d2934af411. 
Diakses tanggal 7 Februari 2014.  
125 Wagiman, op.cit. Hal.190. 
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Di sisi lain, adalah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia 
untuk mendorong pemulangan dan penerimaan kembali orang-orang yang tidak 
dinyatakan sebagai pengungsi ke negara asal mereka, karena orang-orang tersebut 
diyakini tidak membutuhkan perlindungan internasional. 
b. IOM di Indonesia 
Organisasi Internasional untuk Migrasi (The International Organization 
for Migration – IOM) berupaya untuk menjamin penanganan migrasi secara tertib 
dan manusiawi untuk memajukan kerjasama menyangkut permasalahan migrasi 
guna membantu pencarian solusi praktis terhadap permasalahan migrasi serta 
memberikan bantuan kemanusiaan kepada para imigran yang membutuhkan, 
termasuk para pengungsi dan pengungsi internal. Langkah-langkah untuk 
memerangi migrasi ilegal secara efektif menggabungkan penegakan hukum 
dengan pencegahan dan pendidikan, baik dalam negara maupun secara 
internasional.126 Kerjasama Internasional perlu mencakup tindakan-tindakan 
pengendalian, pelatihan, riset, informasi, dan serangkaian tindakan-tindakan 
preventif. 
Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia telah lama hanya 
memiliki kapasitas yang terbatas dalam menyelenggarakan pengawasan 
perbatasan secara memadai, dan telah berupaya keras untuk mengkoordinasikan 
usaha-usahanya dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam memproses para 
imigran ilegal. Kantor IOM di Indonesia bekerjasama secara erat dengan 
                                                        
126 http://www.dw.de/peran-organisasi-migrasi-internasional-iom/a-2958059. Diakses tanggal 07 
Februari 2014. 
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Pemerintah RI untuk mengembangkan koordinasi yang lebih baik dalam upaya-
upaya untuk memerangi penyelundupan manusia serta imigran ilegal.127 
1) Perjanjian Kerjasama Regional (RCA) 
Sejak tahun 2000, IOM Indonesia telah berhasil melaksanakan 
Perjanjian Kerjasama Regional (Regional Cooperation Agreement – 
RCA) – sebuah program yang diciptakan oleh Pemerintah Australia 
dan Indonesia dan IOM untuk memberikan perawatan dan 
pemeliharaan bagi imigran ilegal yang terdampar. Proyek ini 
membantu Pemerintah RI dengan memberikan akomodasi, makanan, 
layanan kesehatan, konselling, penerjemah dan opsi pemulangan 
secara suka rela kepada para imigran yang tertangkap dalam perjalanan 
menuju Australia. Dalam kerangka kerja ini, pihak berwajib Indonesia 
bertanggung jawab menentukan maksud para imigran yang ditangkap. 
Mereka yang diidentifikasi sedang melakukan transit melalui 
Indonesia dalam perjalanan mereka ke Australia kemudian dirujuk ke 
IOM untuk mendapatkan bantuan. Di samping memberikan bantuan 
materiil, IOM memberitahukan kepada imigran mengenai hak-hak 
mereka untuk menuntut suaka dan merujuk mereka yang ingin 
mendaftarkan permohonan tersebut kepada UNHCR. IOM akan terus 
                                                        
127 http://www.iom.or.id/newsletter/eng/RMIM%20Newsletter_Apr-
Jun%202012%20Vol.24_bhs.pdf.  Diakses tanggal 01 Maret 2014. 
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memberikan layanan perawatan dan pemeliharaan kepada para imigran 
selama mereka dievaluasi oleh UNHCR untuk status pengungsi.128 
2) Memperkuat Penanganan Imigran Ilegal (RMIM) 
Pada tahun 2012, luas cakupan RCA adalah seluruh negeri. Para 
pemangku kepentingan sepakat bahwa terdapat keutuhan akan bantuan 
yang berkesinambungan di sepanjang jalur penyelundupan manusia. 
Terkait hal tersebut, Proyek Penguatan Penanganan Migrasi Ilegal di 
Indonesia Melalui Penciptaan Jaringan Kantor Pemantauan dan 
Koordinasi (RMIM) didirikan oleh IOM melalui kerjasama dengan 
Direktorat Jenderal Imigrasi serta Kepolisian Republik Indonesia.129 
Di bawah Proyek RMIM, IOM telah mendirikan 14 kantor yang terletak 
secara strategis sepanjang rute penyelundupan ke Australia. Kantor-kantor 
tersebut memantau arus migrasi ilegal dan memberikan penanganan secara tepat 
waktu dan efisien terhadap para imigran ilegal yang tertangkap di penjuru negeri. 
Proyek RMIM bertujuan untuk membina koordinasi yang kuat antara instansi 
penegak hukum RI dalam menangani kasus-kasus migran ilegal yang 
tertangkap.130 IOM menyelenggarakan pelatihan-pelatihan khusus secara berkala 
di masing-masing wilayah kantornya untuk memajukan dan menciptakan sebuah 
mekanisme koordinasi yang efektif antara para pejabat pemerintah di tingkat 
setempat, provinsi maupun kota/kabupaten. 
                                                        
128 Mar’iyah, Chusnul,2005, “Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan 
Politik Bilateral”, Jakarta, Granit, Hal.30. 
129 http://iom.or.id/newsletter/ind/RMIM%20Newsletter_Dec%202011_Bahasa_v3.pdf. Diakses 
tanggal 01 Maret 2014. 
130 Ibid. 
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Melalui penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pada masyarakat, RMIM 
juga meningkatkan kesadaran anggota masyarakat mengenai migrasi ilegal dan 
prosedur yang ada untuk menangani dan membantu migran ilegal. Berdasarkan 
kesepakatan pendanaan yang ada, proyek RMIM akan membantu Pemerintah RI 
hingga bulan Juni 2013.131 Lokasi kantor-kantor dalam jaringan RMIM saat ini 
adalah: Ambon, Batam, Bogor, Kupang, Lampung, Makassar, Mataram, Medan, 
Pontianak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
131 Ria Uki Suharsi, 2003, “Kebijakan Australia mengenai Imigran Gelap/Illegal pada masa 
pemerintahan P.M. John Howard”, Jakarta, Universitas Indonesia, Hal.88. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan uraian pembahasan didalam bab sebelumnya, pada bagian 
terakhir skripsi ini, penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisa data 
yang merujuk kepada dua pertanyaan yang terumuskan pada Bab I.  
A. Kesimpulan 
1. Mengapa Indonesia menjadi negara atau tempat transit lalu lintas imigran 
gelap ke Australia ? 
Ada empat daya tarik bagi imigran gelap untuk berada di Indonesia 
sebelum sampai tujuan akhir Australia. Pertama, Indonesia negara terdekat untuk 
dapat masuk secara ilegal ke Australia. Laut yang membentang di antara kedua 
negara menjadi alur strategis bagi kapal asal Indonesia yang disewa imigran 
gelap. Kedua, Indonesia jadi tempat transit karena masih banyak wilayah laut 
yang tak terjaga dan tak memiliki tempat pemeriksaan imigrasi. Di jalur resmi 
masuk ke Indonesia, lemahnya pemantauan aparat keimigrasian ikut menyumbang 
masuknya imigran gelap secara tak sah. Ketiga, keberadaan badan PBB yang 
mengurusi soal pengungsi (UNHCR) menjadi daya tarik bagi imigran gelap 
berduit. Setiba di Indonesia dengan memanfaatkan visa turis, mereka akan segera 
ke kantor UNHCR dan meminta status sebagai pengungsi. Jika diberi status 
pengungsi, imigran gelap dapat berada di Indonesia sementara sebelum UNHCR 
mendapatkan negara ketiga yang bersedia menerima mereka. Terakhir, harus 
diakui di Indonesia ada orang-orang tertentu, baik WNI maupun warga asing, 
99 
 
bahkan oknum aparat, yang menjadikan imigran gelap ladang bisnis. Cara kerja 
terorganisasi menjadikan mereka yang terlibat patut diberi label mafia. 
2. Bagaimanakah bentuk upaya Indonesia dalam mengatasi lalu lintas 
imigran gelap ke Australia ? 
Meningkatkan kerjasama dengan Australia dan lembaga internasional di 
bidang migrasi, seperti UNHCR, IOM, dan BASARNAS dari Indonesia. 
Pemerintah Indonesia dan jajaran Polri TNI berupaya membersihkan Cisarua dari 
imigran Ilegal dan pemerintah menginstruksikan kepada jajarannya untuk 
menindak tegas warga negara asing yang tidak berdokumen lengkap. Jika terdapat 
warga asing tidak bersertifikat lengkap, mereka akan ditahan dan kemudian 
diperiksa oleh pihak imigrasi. Dikhawatirkan para imigran membawa dampak 
negatif bagi Indonesia, khususnya penduduk lokal. Sebab tidak menutup 
kemungkinan dari komunitas imigran ilegal itu muncul potensi terorisme atau 
sindikat narkotika. Pemerintah Indonesia melakukan sosialisasi dan penyuluhan di 
wilayah pesisir yang rawan digunakan imigran ilegal untuk menyebrang ke 
Australia. Dengan begitu diharapkan penanganan terhadap imigran ilegal dapat 
berjalan lancar. Penyuluhan nelayan di seluruh pantai selatan dengan lisan, film 
dan brosur, bahwa kerjasama dengan para imigran ilegal adalah tindak pidana. 
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B. Saran 
Setelah melakukan penelitian ini, penulis memberikan saran terkait upaya 
Indonesia dalam mengatasi lalu lintas imigran gelap Australia, antara lain : 
1. Banyaknya imigran asing yang datang ke Indonesia dengan tujuan transit, 
harusnya bisa memberikan masukan kepada semua pihak keamanan terkait 
termasuk pihak imigrasi untuk melakukan pengawasan secara ketat 
terhadap dokumen-dokumen sah dan legal yang dimiliki oleh para imigran 
asing tersebut sehingga Indonesia tidak mudah dijadikan tempat lalu lintas 
bagi para imigran asing yang akan memberikan dampak negatif terhadap 
Indonesia. 
2. Melakukan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melakukan kerjasama 
dengan tujuan membantu imigran gelap untuk berpindah-pindah tempat. 
Serta melakukan pemantauan terhadap imigran yang memiliki batas visa 
yang telah habis untuk segera mengembalikan ke negara asalnya atau 
segera keluar dari Indonesia, karena jika tidak, hal ini akan memancing 
imigran lain untuk datang dan transit di Indonesia. Karena kehadiran 
imigran gelap hanya akan menjadi permasalahan bagi Indonesia dan 
menjadi sebuah ancaman keamanan. 
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